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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 3TTAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat {2) dan ayat (3)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintlh-"t,
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang cipta
Kerja, *"ng"*r.rratkan bahwa Belanja Daerah berpedoman
p"d" Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar
behnja dan/atau Standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ditegaskan bahwa analisis standar belanja
dan siandar teknis serta standar harga satuan ditetapkan
dengan Perkada;

c. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2O2O tentang standar Harga satuan
Regional d.itegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan
Stindar Harga Satuan biaya honorarium, perjalanan .dinas
dalam n"g"ri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar
kantor, pengadaaan kendaraan dinas dan pemeliharaan
berpedoman pada standar harga satuan regional dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan
kewajaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang standar Harga satuan Daerah
Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022;

: 1. Undang undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daer.h otorom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LO92l;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286),;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
Perbendahat a, Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355); \

4. Undang-Undang...



4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aao$;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan
Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38);

6. Und#g-Undang Nomor 12 Tahun 2otl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun Zbtt Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah
airiUafr dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun
2OtL tintang Pembentukan Peraturan Perundang*undangan
(Lembaran Neg*r" Republik Indonesia Tahun 2aL9 Nomor
i83, T.*bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

63e8);
7. Und#g-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur !]gil

Negara (Lembaian Negara Republik Indorresia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9\;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor L 1 Tahun 2o2o tentang cipta
f"G (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2o

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1O. peiatura.n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind-onesia

Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5837) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta};lrun 2ol9 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLg Nomor L87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6aA2l ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2ol9 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun zotg Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

12. peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Pengadaan

Barang/JasaPemerintah(Lembaran.NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 1"2 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peratrrran Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah(Lembaran
wegara n"prUtit Indonesia Tahun 2O2L Nomor 63);

13. Peraturan...



13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OL1

tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2}lt Nomor 6O);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5l2Ol2
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2CI12 Nomor 6781;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 L lPMK.A2l2Ol3
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.A2|2OL4
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
TtlpMlK.O2l2OlZ tentang Pedoman Standar Biaya, Standar
struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Pen5rusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 3a2l;

17. Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hut<um Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 1571;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164|PMK.05/2O15
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.O5l2Ol9
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomoi t64lPMK.05/2O15 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor LSaTl;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 1781);

2O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6O/PMK. A2l2A2l
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 658);

21. Peiaturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor o5 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

(lrmbaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2oL6 Nomor o5,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

23. Peraturan...



Menetapkan :

23. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2OL6 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun
2A2t tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
35 Tahun ZOLO tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas d.an Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2l Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN

2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas

Otonomi dan T\rgas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya

dalam sistem t.o prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang mimimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom'
Bupati adalah BuPati Karo.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo'
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur

3.

4.
5.
6.

penyelenggara pemerintahan daerah.
T. ^f"r"rgt*t-Daeiah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yanA menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo'
g. "Satrlan flrja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

SKPD KabuPaten Karo.
g. Pejabat yang berwenang adalah

Pengelolaan Keuangan Daerah
pejabat yang memiliki kewenangan dalam
- slsuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku
10. Kepala sKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karo.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di."ingkat ASN adalah profesi b"g

PNS dan Pegawai"Pe*Ltitt-t"rt dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

Instansi Pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

pNS dan Pegawai pemerintitr Dengan Perjanjian Kerj-a-yang diangkat oleh
pejabat pemLina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan

Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan Perundan g-undangan'
13. iregawai Negeri Sipil"yang *.lur3rtnya disingkat PNS adalah Warga Negara

Republik Indonesia yang teiah memenuhi syarat yang ditentukan,

diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki Jabatan Pemerintahan' 
14. Honorarium...



14. Honorariun Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan
memperhatikan asas kepaLutan,kewajaran,rasionalitas dan efektilitas
dalam pencapaian sasaran program,kegiatan dan sub kegiatan sesuai

dengan kebuiuhan dan wakiu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

15. Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya
disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan
*."y trk t yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan

untuk masyarafat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan

bertaqwa kepada T1rhan Y.ng Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender

serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang

selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya
ptogtr* PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan

brganis.si kemasyarakatan / lembaga kemasyarakatan lainnya'
IT. Oiganisasi Kemasyarakatan yani selanjutnya disebut Ormas adalah

or{anisasi yang aiairitcan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

beidasarkan k"u*t*n aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

terlapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila'
1g. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang

menghimpun dan membina istri PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

19. Standar harga satuan daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang

ditetapkan dlngan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

20. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang

dilakukan oleh Pejabat tlegara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan

pihak lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah'
2L. Perjala.nan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan

dalam wilayah Republik Indonesia.
22. Perlalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan

kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh

peja6at/ pefawai-diliigkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam

iangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah'
23. perjllanan Dinas nahm Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat

kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.

24.peqalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas

dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo

dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara'
25. perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas dari

tenipat kedudukan ke luar Provinsi Sumatra Utara di dalam wilayah

Republik Indonesia.
26. PerlaJa.nan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas dari tempat tujuan

perJahnan dinas ".*Llu" 
ketempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya

dan kembali ketemPat kedudukan'
27. Prr}ak lain adalah orang pribadi atau badan selain Pejabat Negara,

Pemimpin dan Anggota npnO dan ASN yang ikut melaksanakan

perjalanan dinas.
28. tempat Ked.udukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada'

29. Tempat Bertolak adalah tamiati kota melanjutkan perjalan dinas ke

tempat tujuan.
30. Tempat Tqiuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan

dinas.

31. Detasering...



31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
32. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat

NegJra, pejabat Daerah, ASN drn Pihak lain dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang
u"k , keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.

33. Biaya Tiansportasi adalah biaya yang digunakan untyk perencanaan

kebutuhan ti.yu" transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
pegawai ASN dan Pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan
atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas'

34. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas'

35. Uang Representasi merupakan ,rog yang hanya diberikan kepada Pejabat

NegJra yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah yakni Pemimpin dan
Anlgota DpRD serta Pejabat Eselon II ysng melaksanakan perjalanan

di;; sebagai p"ttgg"ttii atas pengeluaran tambahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

36. Akomodasi adalah fasilitas y"ng terdiri dari penginapan dan konsumsi.

37. Kontribusi adatah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelanggaraan

yang ditanggung peserta (instansi pengirim)'
38. Surat periniah f*g.* yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat

Perintah yang aTt*a"t"t gani- oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas.

39. Surat perintah ferjalanan Dinas yang selanjutnnya disingkat SPPD adalah

surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN

dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
aO. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas'

41. Surat permohonan Izin Perjalanan Dinas Keluar Negeri yang selanjutnya
disebut surat permohon., dulah surat permohonan izirt perjalanan dinas

ke luar negeri'bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan

pihak lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

42.izin pemerintan aaJafr izin Presiden terkait perjalanan dinas keluar

negeri.
43. Pafpor dalam rangka perjalanan dinas keluar negeri, yang selanjutnya

disebut paspor -dir"", adalah dokumen yang diberikan kepada

pejabat/plgawai di lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar
.r"g"ri d;1"* rangka tugas resmi yang tidak bersifat dilplomatik.

44. E;t permit aalUn tanda pengeiahan berupa cap resmi untuk
meniriggalkan suatu negara yang tercantum pada paspor dinas.

45. Visa adalah dokumen pemberi izin masuk kesuatu negara dalam suatu
priode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara

bersangkutan.
46. Harga Jstiminasi adalah satuan biayayang mengacll pada harga pasar (ad

cost] dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas

biaya.
47. Haigatertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat terlampaui'
48. Standar h#"Sa satuan khusus adalah standar harga selain yang

ditetapkan dalam Perafirran Bupati ini yang digunakan. secara khusus
sesuai kebutuhan SKPD tertentu yang ditetapkan melalui kajian usulan,

kerangka acua keda, dan memperoleh rekomendasi dari Tim Penyusun

Standar Harga Satuan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB II ...



(1)
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BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2
Standar harga satuan daerah ditetapkan dengan tduan sebagai pedoman bagi
SKPD dalam pen5rusunan perenczrnaan dan pelaksanaan anggarall
pendapatan dan belanja daerah.
bahm perenca.naan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pen1rusun.r, i.n".na kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

b. referensi pen5rusunan proyeksi prakiraan mqju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja

daerah.
Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan daerah berfungsi sebagai;

a. batas tertinggi y"ng besarannya tidak dapat dilampaui dalam
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. }stimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan daerah.

izi St"t aar 11arga satuardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
satuan biaya honorarium;
satuan biaya perjalanan dinas;
satuan biaya iaiatlpertemuan didalam dan diluar Kantor; dan
ketentuan standar harga satuan khusus.

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Honorarium

Pasal 4

Satuan biaya honorarium terdiri dari:
a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan barang milik

daerah;
b. honorarium pengadaan barang/jasa;
c. honorariu* ir"rr,rrgkat Unit Xerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

d. honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan

Panitia;
e. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan;
f. honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;

honorarium Penyuluh atau Pendamping;
honorarium Rohaniawan;
honorarium Tim Pen5rusunan Jurnal, Buletin, Majalah Pengelola Teknologi
Informasi dan Pengelola website;
honorarium Penyelenggaran Ujian;
honorarium Penulisan Butir Soal;
honorarium Penyelengaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan

(s)

a.
b.
c.
d.

(u

ob'

h.
i.

J,
k.
l.
m.
n. honorarium Non ASN.

(2) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

BuPati ini' 
Paragraf 1"'



Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Pasal 5

(1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
diberikan kepada :

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA);

b. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK);

c. peJabat Penatausahaan Keuangaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK

SKPD);
d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
f. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan;
g. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
h. Pejabat Penatausahaan Barang;
i. Pejabat Pengurus Barang Pengelola;
j. Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
k. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
1. Pejabat Pengurus Barang Pengguna; dan
m. Pejabat Pengurus Barang Pembantu.

l,2l Hon6rarium p.rranggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD

diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola

keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
berdasarkan jumlah aset yang dikelola oleh SKPD'

(3) Jumlah kesiluruhan alokasi- dana untuk honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

p"ti"g banyak 1o% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Pasagraf 2
Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 6

Honorarium Pengadaan BaranglJasa merupakan honorarium yang diberikan
kepada ASN y"ng terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo'
Honorarium Pengadaan Barang /Jasa diberikan kepada:
a. Pejabat Pengadaan Barang I Jasa;
b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa;
c. Pengguna Anggaran(PA); dan
d. Pejabat Pembuat Komitmen(PKK).

Paragraf 3
Honorarium Perangkat Unit Kerja

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Pasal 7

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

diberikan kepada isN y"ng diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada

UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal UKpBJ sudah merupakan- struktur organisasi tersendiri dan telah

diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan _ sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-und"angan, perangkat UKPBJ tidak diberikan
honorarium dimaksud.

(1)

{21

(1)

(21
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Paragraf 4
Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
Pasal 8

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara,

Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau
pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan
l.k ri", utorkshop, sarasehart, simposium, lokakarya, foans group discussion,
dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut.
a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Narasumber atau

pembahas ia*"ft 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel
maupun individual;

b. Narasumber atau Pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggaraan atau masYarakat;

". 
N"rL"r*U.r atau pembahas berasal dari dalam SKPD penyelanggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
*r.t r.n kerja perangkat daerah penyelenggara danf atau masyarakat; atau

d. dalam ha1 narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD
penyelenggtr&, maka diberikan honorarium sebesar 5O% (lima puluh persen)
dari honorarium narasumber/ pembahas.

{3) Honorarium narasumber atau pembahas selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat juga diberikan kepada narasumber profesional yakni pakar,
piut ti"i, "t , 

- 
pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau

pengalaman tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar,
i"p.t koordinasi, sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.

1+1 
pehberian honorarium narasumber profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam
peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau
pembiaya secara at cost.

Pasal 9

(1) Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai

mod=erator pada t<egiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan
teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakafjra, focus group discussion,

dan kegiatan sejinis tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

(2) Honararium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelanggara sepanjang peserta yang

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan keda perangkat

daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
(3) Honorarium moderator selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatjuga

diberikan kepada moderator profesional yakni pakar, praktisi, atau pembicara
khusus yang mempunyai keahlian danf atau pengalaman tertentu dalam ilmu
atau bidanf tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi,
desiminasi dan kegiatan sejenis.

(a) pemberian honorarium moderator profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan
brpati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pembiayaan

secara at cost.
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(1)

(2t

(3)

(1)

(2)

(1)

{2)

(3)

(4)

Pasal 1O

Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu
acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminasi, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang
minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau
pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat-
Honbrarium pembawa acara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
juga diberikan kepada pembawa acara profesional yakni pakar, praktisi, atau
p"r"Ui"rra khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu
dalam ilmu atau Uiaang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi,
sosialisasi, desiminasi dan kegiatan sejenis.
pemberian honorarium pe*b"*a acara profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l dapat melebihi besaran honorarium sebagaimana diatur dalam
peratuian Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau
pembiayaan secara at cast.

Pasal L1

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang

berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja,
sosialisasi, desiminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
beiasal dari luar SKpD penyelenggara dan/atau masyarakat.
Dalam hal pelak*.t ".n kigiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, disiminasi
workshop, sLrasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan
tambah; panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif
dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honnrarium mengacu

pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
IJntuk jumlah peserta 4O (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yan_g

dapat aiUeritan honorarium maksimal lOo/o (sepuluh persen) dari jumlah
peierta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
bedangkan untuk jumlah p.*.it" kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitiiyang dapaidiberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang'

Paragraf 5
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Pasal 12

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD dapat diberikan honorarium

bagi pejabat Eillon I, iejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,
pei"aksana, dan pejabat Fungsional pada tim dimaksud.
pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium
sebigaimana dimaksjud pada ayafftl sesuai d.engan ketentuan sebagai berikut :

a. klasifikasi I dengan-jumlah keanggotaan Pejabat Eselon I dan Eselon II

sebanyak 2 (dua) ori.rrg, Pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang- da1
pejabat Eselon IV, Pelak"*L, dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima)

orirg dengan kreteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah

memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar

atau sama dengan Rp 20.ooo.0oo,oo {dua puluh juta ) per bulan;
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klasifikasi II dengan jumlah keanggotaan Pejabat Eselon I dan Eselon II
sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) orang dan
Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional sebanyak 6 (enam)
orang d.engan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar
atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan
kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
klasifikasi III dengan jumlah keanggotaan Pejabat Eselon I dan Eselon II
sebanyak + (empat) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 (lima) orang d_an

pejabat Eselon iV,.P.l.ksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak 7 (ttrjuh)
orang dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang
dari Rp.6.OOO.OOO (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima
tambahan penghasilan.

Pasal 13

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
berdasarkan *.rr"t Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

(2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai

berikut.
a. mempunyai keluaran (output)jelas dan terukur;
b. bersiiat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan

intansi memerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkuatan untuk tim
yang ditandatangani oleh BuPati;

". 
t.rJif.t koordinatif untuk tim pemerintah daerah antar SKPD untuk tim yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
e. merupakan tugas tambah"tt atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

(3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang

yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang
kegiatan tim pelaksana kegiatan.

(a) Sefretariat tim pelaku"n" kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
tim pelaksana kegiatan.

(S) Sekietariat tim p.lrk*u.na kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh -seketaris Daerah dengan jumlah
sekretariat tim pelaksana kegiatan di atur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

ditetapkan oleh BuPati; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orarlg untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan

oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara

Pasal 14

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat

Negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang diberi trlSas menghadiri dan

memberikan informasi atau keteiangan sesuai dengan kehahlian di bidang

tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di
pengadilan.

b.

c.
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{2t

(3)

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli
atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim
pemberi keterangan ahli atau saksi alrli dapat memberikan honorarium
dimaksud.
Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN,
dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili intansi pemerintah
dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan
tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tambahan penghasilan.

Paragraf 7
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 15

Honorarium pen1ruluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah
kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 8
Honorarium Rohaniwan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat
yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 9
Honorarium Tim Pen)rusunan Jurnal, Buletin, Maj alah,
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 17

(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit
jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Apabila diperlukan dalam penyusun jurnal nasional atau internasional dapat
diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer reuiewer) sebesar Rp.
1.50O.OO0,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada
penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selembar atau majalah berisi warta singkat
atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk
lembaga atau kelompok profesi tertentu.

(6) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan
kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial)
berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
Website atau media sejenis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah mempakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan
honorarium dimaksud.

(2)

(3)

{41

(s)

(71

(8)
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Paragraf L0
Honorarium Penyelengaraan Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada
pen5rusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang
bersifat lokal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1 1

Honorarium Penulisan Butir Soal
Pasal 19

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada
penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang
bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian tes
kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian
non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes
asesmen pegawai, soal kompentensi managerial sesuai dengan kewenanangan
Pemerintahan Daerah.

Paragraf L2
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 2O

(1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang
memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan
keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat
daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka
diberikan honorarium sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari honorarium
penceramah.

(2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelengara dapat
diberikan sepanjang kebutuhan pengajaran tidak terpenuhi dari SKPD
penyelenggara.
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat
diberikan kepada pengqjar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya.
Bagr widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) honorarium diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
Ketentuan jumlah minimal tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Honorarium pen5rusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan
kepada ASN atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menJrusun modul
untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan
Bupati.
Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada
ketentuan sebagai berikut :

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal
3am tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

(3)

(4)

(s)

(6)

{71
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b. satuan biaya ini diperuntukkan bagr penJrusun modul pendidikan dan
pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama
dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan
pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan
fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 4O (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat

diberikan honorarium paling tinggr 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta
dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksa.naan;

d. jumlah peserta kurang dari 4O (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. jam perjalanan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima )menit.

Paragraf 13
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 2 I

(1) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota
tim yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(2) Jumlah anggota kesekretariatan yang tercantum dalam tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Paragraf 14
Honorarium Non ASN

Pasal22

(1) Honorarium Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewqjaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencipaian sasaran prograrn, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja sub kegiatan dimaksud.

(2) Pemberian honorarium Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi
nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 23

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang
dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula-

(2) ferjalan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi
kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi
pehyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.

(3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
melaksanakan perjalanan dinas dan
persetuj uan / perintah atasannya.

DPRD, ASN dan pihak lain daPat
harus terlebih dahulu mendaPat

t4
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(a) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula
perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :

a. detasering diluar tempat kedudukan;
b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang diadakan di luar

tempat kedudukan;
c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan PNS atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat
kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan jabatan;

d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan
keputusan Mqjelis Penguji Kesehatan PNS;

e. harrs memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat
keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu melakukan
tugas;

f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
g. menjemput dan mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara, PNS yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
h. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara, PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke
kota tempat pemakaman;

i. melaksanakan perjalanan dinas lanjutan;
j. narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Karo dapat

menerima biaya transportasi dan penginapan berdasarkan tingkat perjalanan
dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan fasilitas tertinggi yakni
perjalanan dinas tingkat B.

(5) Pejalanan dinas dilaksanakann setelah diterbitkannya SPI dan SPPD.
(6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terdiri dari:

a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
b. perjalanan dinas luar negeri.

(7) Perjalanan dinas dalam negeri sebagairnana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
a. perjalanan dinas dalam daerah;
b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;dan
c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

(8) Satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran II yang
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

merupakan

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 24

Dalam penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(5) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas

untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya pejabat yang

berwenang harus memperoleh persetujuaan/ perintah atasannya.
Dalam ha1 pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan
SPPD ditandatangani oleh :

a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan
dengan atasan langsungnya; dan

b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal jabatan tersebut
merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang
bersangkutan, setelah memperoleh persetuj uaan atasannya.

(1)

(21
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Pasal 25

(1) SPf dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Bupati, ditandatangani
oleh Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri.

(2) SPf dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Ketua DPRD
ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk dan atas nama dirinya sendiri.

(3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wakil Bupati,
ditandatangani oleh Bupati.

(4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD
ditandatangani oleh Ketua DPRD.

(5) Apabila Bupati berhalangan maka
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan atas nama Bupati.
(6) Apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota

npnn sebagaimana di maksud pada ayat (41 ditandatangani oleh salah satu
Wakil Ketua DPRD.

(7) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah suatu
keadaan yang mengakibatkan Bupati dan Ketua DPRD tidak memungkinkan
untuk menandatangani SPT dan SPPD.

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas
SKPD, Staf Ahli Bupati dan
Bupati.

(2) Apabila Bupati berhalangan maka
ditandatangani oleh Wakil Bupati.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau
pejabat yang setingkat dibawahnya.

(4) bPT dan SPPD ASN yang menduduki jabatan Struktual Esolon III, Esolon IV
dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(41 ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD, kecuali dalam rangka
konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bupati,
Wakil Bupati atau Seketaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan
SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Seketariat
DPRD Kabupaten Karo baik datam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa
undangan) dan Studi Banding ditandatangani oleh Seketaris Dewan.

Pasal2T

(1) Dalarn hat Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT untuk Kepala
SKPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sektaris Daerah dan/atau
Asisten Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh masing-
masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) SPT aan Sppn Camat ditandatangani untuk dan atas nama dirinya sendiri.

i3i SpT dan SPPD Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani
oleh Bupati, Wakil Bupati atam Sekretaris daerah dan/atau pejabat yang
ditunjuhsedangkan SppD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk
Sekretariat npnO Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau
Koordinasi (tanpa undangan) dan studi banding ditandatangani oleh Sekretaris
Dewan.

SFI dan SPPD untuk Wakil BuPati
ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk

Pasal 26

Luar Daerah Luar Provinsi, SPT untuk Kepala
Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh
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Pasal 28

(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (6) huruf a terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test)

sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19).
(2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 23 ayat (4) huruf

g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan
biaya menjemput dan mengantar jenaz,ah, terdiri dari:
a. biaya pemetian; dan
b. biaya angkutan jenazah.

(3) Khusus biaya pendidikan dinas diluar tempat kedudukan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f diberikan sesuai akomodasi yang
tersedia.

(a) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas.

{5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam
5 (lima) tingkatan, yaitu:
a. tingkatan A untuk bupati,Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
b. tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
c. tingkat C untuk PNS Eselon Ill/Golongn IV;
d. tingkat D untuk PNS Eselon lV/Golongan III;dan
e. tingkat E untuk PNS golongan II dan Golongan I.

(6) Biaya pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak lain
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.

(7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut:
a. untuk ijasah SD dan SLTP/SLTP kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan

I;
b. untuk ijasah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan

Sarjana muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
c. Untuk ijazalrr Diploma IV, Sa{ana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker,

Spesialis, (1 dan 2), Pendidikan Propesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan
PNS Golongan III.

(8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada TP PKK
dan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo
diberikan dengan rinciaan sebagai berikut:
a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat

Kabupaten Karo digolongkan pada tingkat B;
b. Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri pejabat

Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat
Negara diberikan fasilitas Perjalanan Dinas Tingkat A khusus untuk
komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen
perjalan dinas Tingkat B; dan

c. Pengurus lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuaan
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.

(9) Biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait
sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

Pasal 29

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi
Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lokat untuk Perjalanan Dinas :

a. luar daerah luar propinsi;
b. luar...
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b. luar daerah dalam propinsi;
c. dalam daerah; dan
d. pendidikan dan pelatihan.

(2) Aparat Fungsional Pemeriksa (Auditor) untuk melakukan tugas pengawasan
internal dalam Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
jam dan dilengkapi dengan SPT dapat diberikan uang saku.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum
dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 3O

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. transportasi luar daerah luar provinsi;
b. transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
c. transportasi dalam daerah.

Pasal 31

(1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O

huruf a dilakukan dengan pesawat udara, transportasi laut, dan darat.
(2) Biaya transportasi luar daerah luar propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:
a. tiket dan passenger seruice c?mrges;
b. biaya taksi dan/atau angkutan umum; dan
c. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-l9 (rapid test/ PCR test/swab test)

sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-l9).
(3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf c dibayarkan secara riil dan merupakan harga estiminasi.
(4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan harga tertinggi.
(5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dapat disediakan oleh

masing-masing Sekretariat SKPD.

Pasal 32

(1) Tranportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) ke tempat tqjuan dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
(21 Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
(3) Biaya transportasi luar daerah luar propinsi dengan moda transportasi laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. tiket kapal laut; dan
b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.

(a) Biaya tranportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. tiket bus;dan
b. biaya taksi dan/atau angkutan umu.m.

(5) Biaya tranportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud
(3) huruf a dan ayat (a) huruf a dibayarkan secara iil sesuai dengan
berlaku di tempat keberangkatan.

(6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud
(3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara lumpsum.

pada ayat
tarif ya"ng

pada ayat

Pasal 33

(1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
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(2) Biiaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

(3) Khusus perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah Pulau Nias, biaya
transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3O.

Pasal 34

(1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan
kendaraan dinas maka terhadap biaya transportasi hanya diberikan uang
bahan bakar minyak.

(2) Uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara lumpsum.

Pasal 35

(1) Biaya transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3O huruf
c diberikan terhadap perjalanan dinas sebagi berikut :

a. perjalanan dinas dalam Kecamatan Kabanjahe;
b. perjalanan dinas keluar Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten

Karo;
c. perjalanan dinas dari Kecamatan lain ke Kecamatan Kabanjahe dalam

wilayah Kabupaten Karo; dan
d. perjalanan dinas yang harus menggunakan Jeep/ Double Gardan.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Karo, untuk pemungutan dan validasi pajak daerah serta validasi barang milik
daerah.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara
lumpsum sesuai dengan jumlah lrran riil pelaksanaan perjalanan dinas yang
berdasarkan SPT.

(4) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang
menggunakan Jeep/ Doubte Gardan hanya digunakan pada daerah Kabupaten
Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan
kendaraan Jeep/ Double Gardan.

(5) Trasportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sewa kendaraan
Jeep/ Double Gardan dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.

(6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang
harian dan penginapan.

Pasal 36

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c

digunakan untuk menginap.
Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat
penginapan yang berada di daerah tduan perjalanan dinas atau penginapan
yang berdekatan dengan daerah tujuan perjalanan dinas.
Jika daerah tempat tujuan pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 tidak terdapat tempat penginapan maka penginapan dilakukan di luar
daerah yang terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
Biaya pl.tgirrrpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil
sesuai dengan tempat perjalanan dinas.
Jika perjalanan dinas dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang tingkat perjalanan
dinas dan berjenis kelamin yang sarna maka dibayarkan hanya 1 (satu) kamar.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku pada Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Eselon II.
Satuan biaya perrginapan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan
pelaksanaan perjalanan dinas.

{21

(3)

(4)

(5)

(6)

{71
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Pasal 37

(1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 3Oo/o dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan perjalanan
dinas.

(2) Biaya penginapan sebesar SOa/o dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.

Pasal 38

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 28 ayat (1) huruf d
hanya dibayarkan kepada Pejabat Negara yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat
Daerah yakni Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN yakni pejabat Eselon II.

(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara
lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 39

(1) Untuk keperluan urusan mengurus jenazah sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal 23 ayat (4) huruf g dan hur-uf h diberikan biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga biaya
pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibayar secara riil.

Pasal 4O

Untuk biaya pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (41 huruf f jika akomodasi pendidikan dan
pelatihan diluar tempat kedudukan ditanggung oleh penyelenggara maka biaya
perjalanan dinas hanya ditanggung uang harian dan tranportasi.
Jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan tidak
ditanggung oleh penyelengara maka biaya perjalanan dinas dibayar sesuai
dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 36 dan Pasal 38, sedangkan bila
penyelenggara meminta kontribusi maka yang dibayarkan kepada peserta
adalah di luar yang ditanggung biaya kontribusi.
Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan di luar tempat
kedudukan dapat diberikan 1 (satu) hari pada kedatangan dan/atau 1 (satu)
hari pada saat kepulangan untuk uang harian dan penginapan sesuai dengan
ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36.
Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan
ditetapkan penyelenggara 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uang
herian dibayarkan dengan ketentuan jumlah hari dikali besaran uang harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d.

Pasal 41

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan
ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas
dimaksud dalam anggaran organisasi perangkat daerah berkenaan.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal42

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN serta pihak lainnya yang
melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap
(dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang
sama.

Pasa] 43

(1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka
perjalanan dinas diberikan :

a. untuk pedalanan dinas yang memerlukan waktu paling singkat 8 (delapan)
jam;

b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan
dinas;

c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam
ha1 harus berpindah ke alat angkutan lain;

d. paling lama 10 ( sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan
sakit/berobat dalam hal pelaksana perjalanan dinas jatuh sakit;

jatuh

e. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal PNS melaksanakan
detasering menj adi penugaspindahan;

f. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan
datasering menjadi penugaspindahan;

g. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3- 
1tig") hari di tempat pemakam an jenazah dalam lrral jenazah tersebut tidak
dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang
bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang meninggal saat
melaksanakan perjalanan dinas; dan

h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pelaksana perjalanan
airr"J yang meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas dimakamkan
tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pelaksana
perjalanan dinas dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan
kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan.
Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 namun tidak terdapat kelas kamar penginapan yang
telah ditetapkan, maka dapat menginap pada penginapan yang sarna dengan
Bupati/Waliil Bupati berdasarkan tarif kamar terendah pada saat clwckinpada
penginapan tersebut,

Pasal 44

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling
singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu yang dimaksud kepada
pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 45

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan-
Dallrrr hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

{21

(3)

(1)
(2)
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Pasal 46

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempetimbangkan
tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang
kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (a) huruf d sampai dengan huruf
h.

(3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain
ternyata lebih dar' 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian
tambahan uang harian, biaya penginapan dan Llang representasi sepanjang
kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNS yang bersangkutan.

(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
ASN dan pihak lain yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan
uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.

(5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan uang representasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.

Pasal 47

(1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada organisasi
perangkat daerah berkenaan.

(2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat
dibebankan pada SKPD yang berwenang tersebut.

(3) Format SPPD perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang melakukan
perj alanan dinas waj ib menyampaikan dokumen pertanggungi awaban biaya.

Pasal 49

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
48 terdiri dari SPT, SPPD, bukti pengeluaran yang sah (tiket, boarding pass,
Paseenger Seruice Charge, bukti penginapan, taksi dan/atau angkutan umum dan
biaya rapid tesf covid 19) disertai laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

Pasal 5O

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan
dapat dibebankan kepada APBD SKPD berkenaan.

(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
b. sebagian atau seluruhnya biaya tiket tranportasi atau biaya penginapan yang

tidak dapat dikembalikan.
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(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

i. pernyataanltanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau
biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan
yang disahkan oleh pimPinan;

b. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana
Surat Perintah Perjalanan Dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi
Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III kebawah, yang
dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan

c. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

{1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati
ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.

(2) Pejabat yang berwenang agar lebih selektif membatasi pelaksanaan perjalanan
dinas untuk hala-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta
mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan
lamanya perjalanan.

(3) pejabat N.gu.r., Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang melakukan
perjalanan din"" bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita
ot"i, Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang
bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 52

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

(21 Perja[anan air"" ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka:
a. Kerja sarna pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. studi banding;
d. seminar I lokakarya / konferensi;
e. promosi potensi daerah;
f. kunjungan persah abatan I kebudayaan;
g. pertemuan Internasional; dan/atau
h. penandatanganan perjanjian internasional.

(a) nerjalanan dini.s ke luai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang

berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
(a) perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya

di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
(5) pelak""rrrri tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud

pada ayat (a) antara lain:
a. terjadi bencana alam;
b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
d. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

lain dapat

dilakukan
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(6)

(7)

Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan
Daerah.
Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 53

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 aSrat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar
negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat izin pemerintah;
b. paspor;
c. exit permit;
d. visa;
e. kerangka acuan kerja; dan
f. surat undangan.
Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diperlukan
dokumen pendukung dalam hal kegiatan:
a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (21 huruf a, ditambah dengan dokumen
naskah kerja sama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sarna, dan Surat
konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tduan;

b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (21

huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf

e, ditambah dengan dokumen surat konlirmasi Perwakilan Republik
Indonesia di Negara tduan;

d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konlirmasi Perwakilan
Republik Indonesia; dan

e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerja sarna,
Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama dan surat konfirmasi
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 54

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mengajukan permohonan perjalanan dinas
untuk mendapat surat izin pemerintah.
Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dilakukan paling banyak 5
(lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh
pimpinan.
Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5
(lima) orang dalam hal:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. perundingan dalam rangka kerja sarna dengan pihak luar negeri; dan
c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 56...

(3)

(1)

(21

(1)

(21

(1)

(2t
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Pasal 56

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh)
hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk
ditinggalkan.

Pasal 57

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.

(2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat
perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan
perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat
setempat yang berwenang.

Pasal 58

(1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain ditandatangani oleh Bupati.

(2) SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua
DPRD.

Pasal 59

(1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 terdiri dari :

a. uang harian; dan
b. biaya tiket;

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam
5 (lima) tingkatan, yaitu:
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
b. Tingkat B untuk PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
c. Tingkat C untuk PNS Eselon III/ Golongan IV;
d. Tingkat D untuk PNS Eselon IV/ Golongan III; dan
e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat {2\kepada pihak lain
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.

( ) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
a. untuk ljazah SD dan SLTP/ SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS

Golongan I;
b" untuk ljazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan

Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II; dan
c. untuk ljaaah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker,

Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan
PNS Golongan III.

(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
dan Dharma Wanita Persatuan diberikan sesuai azas
dengan rincian sebagai berikut:

ayat (2) kepada TP PKK
kepatutan dan kewajara.n

a. Ketua/Wakil Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Tingkat
Kabupaten Karo digolongkan pada Tingkat B;

b. Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Karo yang dijabat oleh istri Pejabat
Negara, ketika melaksanakan perjalanan dinas bersamaan dengan Pejabat
Negara diberikan fasilitas perjalanan dinas tingkat A khusus untuk
komponen tiket pesawat, dan fasilitas lainnya diberikan sesuai komponen
perjalanan dinas tingkat B;

c. Pengurus...
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c. Pengufl.rs lainnya dalam organisasi TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan
dibayar berdasarkan tingkat pendidikan; dan

d. Biaya perjalanan dinas bersumber dari program dan kegiatan SKPD terkait
sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

Pasal 6O

(1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. uang makan;
b. uang saku;
c. transportasi lokal; dan
d. uang penginapan.

(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum
dan merupakan batas tertinggi.

Biaya
secara

Pasal 61

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dibayarkantiket
nit"

Pasal 62

Pejabat Negara yang berwenang memberi
memperhatikan ketersediaan dana yang
perjalanan dinas.

perintah perjalanan dinas agar
diperlukan untuk melaksanakan

(1)

{21

Pasal 63

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sebagaimana
dimaksud datam Pasal 52 ayat (1) dilarang menerima biaya perjalanan dinas
rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu
yang sama.

Pasa] 64

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasa] 65

Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan
dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada
kantorl satuan keda berkenaan.
Datam hal SPPD bagi ASN dan pihak lain ditandatangani oleh atasan langsung
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja
pejabat yang berwenang tersebut.
Format SPPD untuk Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)

(21

(3)
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Pasal 66

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang
melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen
pertanggungj awaban biaya.

(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. SPT dan SPPD;
b. bukti pengeluaran yang sah (tiket, boarding pass, Passengger Seruire Chnrge,

bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan);
c. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis; dan
d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) serta

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Pasal 67

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang
melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau
kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas
dimaksud.

(2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib
hasil perjalanan dinas ke luar negeri.

(2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud

dan pihak lain yang telah
membuat laporan tertulis

pada ayat (1) disampaikan
kepada Gubernur.

(3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

(a) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dapat
melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah
menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1).

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor

Pasal 69

{1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang
paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut
lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu paket Fullboard,
Paket Fulldag, Paket Hatfdag dan paket Residence.

(3) Satuan biaya paket fullboard sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor sehari penuh dan menginap dengan komponen paket mencakup
akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua)
kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(4) Satuan biaya paket fultdag sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor minimal B (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen paket
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang
pertemuan dan flasilitasnya.

(5) Satuan...
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(5)

(6)

(71

Satuan biaya paket halfdag sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor minimal 5 (tima) jam tanpa menginap dengan komponen paket
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya paket residence sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disediakan
untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor minimal L2 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen
paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang
pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di iuar kantor dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. akomodasi paket fullboard untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke

atas akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat
eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau
pertemuan diluar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik
daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan
daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 7O

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan uang harian.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan
kegiatan dan penyelesaian pertanggungiawaban dan peserta yang memerlukan
waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan
kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan
dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum danlatau 1

(satu ) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan
fulldag, kegiatan lruWaA atau kegiatan residence tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagran Keempat
Standar Satuan Khusus

Pasa1 7 1

Bupati dapat menetapkan standar harga satuan khusus selain yang tercantum
dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan usulan Kepala SKPD dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usulan Kepala SKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
b. adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD pengusul; dan
c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil dan/atau daerah

perbatasan.
Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan
Surat Pengantar yang melampirkan Kajian Usulan dan Kerangka Acuan Kerja
yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VII dan Lampiran MII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 72...

(1)
(21

(3)

(1)

(21

{3)
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(1)

(21

Pasal 72

Standar harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri berdasarkan Rekomendasi dari
Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah.
Pengawasan atas penggunaan standar harga satuan khusus di Lingkung€m
Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O2L dilakukan oleh Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada 2021

SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggat 1g oVtogev 2O2l

SEKRETA KABUPATEN KARO,

KAM N PURBA

BERITA D RAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2t NOMOR 3V
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 37 rAHUN2O21
TANGGAL l$ o6o96p-2O2L
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KAE}UPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAERAH
KARO

SATUA.IT BIAYA HOITORARITIM

Iloaorarlum Peaangguogiaw;b P";i;61" *;udge! aaa rarang
Daerah

Peagelola Keuaagao Daerah tPPruD /Pengguna Anggaran
Kuq!! Peaggrlaa Aaggaran (KPAf

Nilai pagu dana s.d Rp. lOO Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Jutq $.4 Rp..250 Juta
Nile! pecq 4e4C da!4c 8p. !5o Jqta qd. Rp. 5o0 Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 5OO Juta sd. Rp. 1 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar
Nilai pqgu dana diatas Bp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar
N4il pqslll 4qq44q@&p. lM4ie! s!. Bp. lQ lt4iar
Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Mlliar,qd. Rp. 2! lvliliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. _5O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 5O Miliar sd. Rp. 75 Miliar.
Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp, 1OO Miliar sd, Rp, 25O Miliar
Nilai _pagu dana diatas Rp. 25O Miliar sd. Rp. 5OO Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 5OO Miliar sd,. Rp,.75o.Miliar 

.

Nilai pagu dana diatas Rp. 75O Miliar sd. Rp. 1 triliun
Nilqr pqgu dana diatas Rp, L triliun

PeJatat Pelaksaaa Tekais Kegiataa IPPTKI
Nilai_ pagu dana s.d Rp, 100 Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. lOO Juta s.dr Rp. 25O Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 25O Juta sd. Rp. 5OO Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 50O Juta sd. Rp. 1 Miliar
Nllai pqgu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd, Rp, 5 Mlliar
Nilai pagu {ana diata,s Rp. 5 Miliar sd. Rp. l0-Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar .. . . .

Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 5O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp, 7! Miliar sd. Rp. 1o0^Mi1!ar

Nilai pqqu dana diatas Rp. 1OO Miliar sd. Rp. 25O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rq. 250 Miliar sd. Rp. 50O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp, 50Q Miliar sd, Rp,7QO Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun
Nilai pagu. dana diatas Rp. 1 triliun

Pejabat Penataurahaar Kerra4gqn st!!D lEPt!:SIiED,

llilai paeg 4eaellqtasRp, 2s0 Juta sqlRp. qqq Jqt" -
Nitai pq41 {a4g diatas Rp- soQ .lqlla s{. lp. 1 Millar 

-
Nilai pagu d-q {qlqs !p, l ltlifiar s9. Rp, !,.5 Mjliql
Nifgq _pggq dg4e qlalas Rp. ?,! M49t 

"4.8P. 
5 Mlliar

tttlajpqgq dana diatas Rp- 5 Millar qd.!p. lQ uiUar
Nl1ai pagu daqa diqlaq !p, lQ lliliar gd, Rp, 25 lvliliar
I!t1q pC4! aqla dialas Rp, 25 Mi{iq1qd. Bp, sQ l4ilie{

10 N!!ai pqgq dana diatas,Rp, 5! Mjllar sA. Rp, fr! \,Ijlia.

1.o49.
1.250.
1.450.
1.660.
1plojq!

Xeterangan

f;;;" B

diberikan

Honorarium

Sebesar 5O%o,oB
OB

OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB

2.280.
2.590.
3.O10.0(
3"420.

Honorarium PPKD

.31810:
4.250.
4.

5
5.81O

6.330.
7

1.010OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

t"21
1.47
1.6

1.910
o o1

c

3.320
3.720
4.1
4.6
5.
5

6.1
7.1

7
8
9

15
16

880

1_2sO.O(qB
OB
OB
OB
OB
OB

1i
L2

llrlaipggqdane dB]q!8p.Zs rylltq!sd, Rp. I00 Miliar
Nilai Bqgq {q9 diatas Rp. toQ Yilleryq.Rp, lsQ Miliar

13 Nilai pqgq qqna diatqs_Bpr ?5o _!{!,liar sd. np, !0_q yil@
1.4 Nilai pqgg {949 diatap !p. !00 }{i!ar id Rp, zso u!{q1:

1.

1.3

l.780.ool
2

860:091
1.O90.OO0

2
c

Nilai pagu dana diatas^Pp. ] triliun

{ilq pecu danq {!e!qs Rp' lpQ Juter 9.d, Rp. 2so Jqlq
Nilai pggq qq4!' diataq Rp. 2!Q:Ig!a sd. Rp, soo Jgta

ryi1ai pgcq_4S41diqlas Rp. 5 Millqq qd, Rp. 10 Miliar

ry4qi pacu d4{a!i4!a9 Rp. 10 M4!qtqd, Rp. 2s.Muiqf

Nilai pagu dana diatas Rp. 75O Miliar sd. Rp. 1 triliun

Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 5O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp, 50 Mlliar sd. Rp, 75 Mllter
Nilai pagu danq lialas Rp.7Q Miliar qd, RP: IQO!4liat

4 Nilai pagu qg4q dialag Fpr s{q .lqlq sd, Rp. t Millgq
Nilai pagu dana diq!99 !n._! Miliar qd. $p. :?rs !,Ii!{ar
!!ilq peg4 dana diatqllp. !,s \{{1iar sd, Ep. ! !44!a]l

5

6
7

8

9
10

I1
r.550

- 1:289.q00



L2

IJ

l4
15

16

Uraian

Nilai pagu dana diatas Rp. lOO Miliar sd. Rp. 25O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp, 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. !00 Miliar sd. Rp. 750 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 75O Miliar sd.. Rp. 1 triliun
Nilai pagu dana diatas RP. 1 triliun

Bendahata Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima
PeEbaltu
Nilai pagu dana s.d RP. 1OO Juta
Nilai pagu dana diataqSp, 10Q {uta qd. Rp. 250 Jgla
Nilai p4 .gu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 5OO Juta

!'Iilai pqglf 4qna diatas !p, sQQ.Iula d. Rp. 1 Miliq4

Nilai pasu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp' 2,5 Miliar
Nilai pqe11 dq44 diqlaq Rp, 2'5 M!!i4r sd. Rp. 5 !41ie{
Nilai pasu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp, !Q Miliqf sd-RP.25 Miliar
Nilai pasu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 5O Miliar
Nilai pagq 4q4q di4tas Rp. 5O Miliar sd- Rp. 75 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Mitar sd. Rp. 1OO Miliar
N{ai pagq da4qdiat4s Rp, lOO Mitlar sd:8]3:.2qq Miliq{
Nilai pagu dana diatas Rp, 250 Miliar sd. Rp- 5OO Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp,!O0 Miliar ry! Rp, !50 Mi!!.r

pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun
ilai pagu dana diatas !p. 1 lritlun

Pejabat Peagelola lq1ang U{t} []ae1ah (qXPKDl

Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 5OO Juta
Nilai aset diatas Rp. 50O Juta sd. Rp, 1 M!!!ar
Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar
N!1ai a e! diqtas Rp.2,{l\4i1iar !4' Rp.5 Jvliliar
Nilai aset diatas Rp' 5 Miliar sd. Rp. 1O Miliar
Nilai aset rliat4s Rp. { Millar sd. Rp. 25 Miliq!
Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd' Rp. 5O Miliar
Nil4r a e! diat4p Rp, 50 lt{iliar5{. Rp. 75 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1OO Miliar
N!!ai ap9! diatas Rp- 1O0 ltliliar qd- Rp. 25O Miliar
Nilai aset diatas Rp. 25O Miliar sd. Rp. 5O0 Miliar

Penetausahasq Barang (SltPKDl
l.litai aset diatas Rp. 2OO Juta sd. Rp. 500 Juta
Nilai asgt di4las Rp, QOO Jqta sd- Rp, l Milqr
Nilai aset diatas Rp. I Mitiar sd. Rp' 2,5 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliqlsd' Bp, 5 lliligt

aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar
Nilai aset <liatas Rp. 10 $iliqq qd, !p,.2J Miliql ..

Nilai aset diatas Rp' 26 Miliar sd' Rp. 50 Miliar
Ni14 ase! diatqs [p.50 Miliar qd, Rp. 75 \ iliqr
Nilai aset diatas Rp. 75 Mjliar sd. Rp. 10O Miliar
Nilai aset diatas Rp. 1OO Miliq1sd. Rp, !5Q Mitlar
Nilai aset diatas Rp. 25O Miliar sd. Rp. 50O Miliar

leJalqt Pgngqlrys Bqraog le4-93!ola (S{fKDf
Nilai aset diatas Rp. 2OO Juta sd' Rp. 5OO Juta
Nilai 4s9t diata9 Rp.5OO "lgta-q!, Rp. 1 M!!!ar
Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd- Rp. 2,5 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliqr sd.Rp.S Miliar

i aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp.-10 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp, !5 Miliar
Nilai aset dialas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar

!!!lai qsel-dia!1q Rp. s0 Milqls4r tsp.7Q tvtitlCr

Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1O0 Miliar
Ni14 aset diatas Rp. 1OQMiliar sd. Rp. !50 Ulliar
Nilai aset diatas Rp. 25O Miliar sd- Rp. 500 Miliar 

.

PeJabat Penggutre Barang/Kuasa Pengguaa Baraag {SI(PD}

Nilai qqqt diqtqs Rp.2QQ Julqqd, Rp. 5OO Julq
Nilai aset diatas Rp. 5O0 Juta sd. Rp. 1 Miliar
Nilai qset di4tas Rp' ! Mili r sd' $r. 2,5 !{iliar
Nilai a"set diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar qd. !p, !Q Mifiqql

Nitai aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 9Q l{itiar
Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

$atuar

OB
OB
OB
OB
OB

OB

640.

Besaraa (Rp| Keterangan

2.12tJ.
2-474
2.810.O00
3.160.000
3.840

500
570.0c

1

2
3

I
5
b
7
8
9

1o
11

L2
13
l4
15
16

i
2
i
4
5
6
7
8
9

19
t1

1

2
3

4
5
6

8
9
1(

ir

I
2
J

4
5
q

8
g

10
11

t
2

3
4
5

6
7
s
9
10

l1

1

810.C
980.

1.150.OO(
1.330.000
1"580.OOO
r.840.oo0

sio.ooo
660.000
710.O00
810.OOO

910.OOO

1.O10.OOO

i.gro.ooo
1.310.O00
1.410.OOO

1.510.OOO

1.810.OOO

460.ooo
610.Oo0
660.OO0
760.000
860.OOO

1.160.000
1.260.000
1.360.000
1.460.000
1.760.O00

360.OOO

510.000
560.OOO

660.O00
760.000
860.O00

OB
oE
OB
oP
OB
qB
OB
OB
OB
qB
OB

oq
OB
OB
OB
OB
OB
OB

960.000

1.060.000
1.160.000
1.260.OOO

1-360.OO0
r.oob.ooo

410.000

. 560.OOO
610.OO0
71o.OO0
810.OOO

Nilai asqt diStaq$.p-, J5 Mlliar sd. Rp. 1O0 \4iliar
Nilai aset diatas Rp. 10o Miliar sd. Rp' 25O Miliar .

Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd- Rp, $O0 !!iliq1
ff"o""."f"- pij"tat Peaatausahaar Penggura Baraag (SI{PD|

OB

QB
OB

1.3ro.000
1.410.o00
1.710.OOO

910.Ooo

i,r1o,qgo
1.210.OOO

310.000
460.000
510.OOO

6Lo.ooo
710.ooo
aio.ooo

2
5

4
5
6
7
8
I

Nilai aset diatas Rp. 20O Julq sd. Rp, !00 Jula
Nilai aset diatas Rp. 5OO Juta sd. Rp. 1 Miliar

I.[ilai asq! dialaq Rp. 1 Miliq1sd. Rp. 2,5 Mlliar
Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 5 Mililt sd.Rp. LO Mlliar
llitai aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 26 trqlQr qgj Rp.SO Miliar
Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd' Rp' 75 Miliar

L.olorooo
1.110.000

Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. $p. lOQ Mi[ar

OB

1.210.000



Uralan

100 Miliar sd, Rp,250 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 50O Miliar

Honorarlum PeJabat Peaguruq Bareng Penggu'ra ISI(PD!
Nilai Ctgt qiatqq Rp. ?Qq {!ft4 9{, Rp, SQQ {uta
Nilai aset diatas Rp. 5O0 Juta sd. Rp. 1 Miliar
Nilai asgt diata,s Rp, 1 Miliar s{. Rp, 2,5 Miliar
Nitai aset diatas Rp. 2,5 Miliar.sd. Rp, 5 Mitiar . .

Nllqr apet di4Jas Rp. 5 \{itiar q4j Rp. !0 lMllier
Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar
N!!ai 4sgt diqtas Rp, 26 Millqq qd. Rp.$O \{!!iar
Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar
Nilqi 4q:! diqtaq R1r. 75 Mili41q{.Rp. !O0 Mili41
Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 25O Miliar sd. Rp. 5OO Miliar
Hoaorarlum PeJabat Peagurus Barang Peabaatu (SKPD|

!!!ai4qqt diatas Rp, 2O0 .lqt4 qd,Ep. sOQ {q!a
Nilai aset diatas Rp. 5O0 Juta sd. Rp. 1 Miliar
Nilai asetdiqlqq !p. t Mil-iar sd. Rp. !,Q \!i!iq1
Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar

lNilai aset diatas Rp. 5 Mifiar sd. Rp. 10 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar
!!4ai age! di4!4s!p, ?-q Miuql sd. !p.5q ryIlli4r
Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar
Nilai es9! diat4 !p, 75 Miliar sd. Ep. 1Q9!a!1iq'
Nilai aset diatas Rp. 1O0 Miliar sd. Rp. 25O Miliar

le1 esS! diatas !p. 25O Miliar sd. !p-!QQ Miliar
Peabautu Peagurus Baraag

ryr14 apet diClqC !p, 2oo {qta sq!p, 5.Oo Juta
aset diatas Rp. 50O Juta sd. Rp. 1 Miliar

Nilai 4qet4iqtas,Rp, l.Mil1qq 9(.Rp. 2,5 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar
Nilai aset diatas Rp. 5 !4i1tq!S4 fu. 10 Miliar

ai.aset diatas Rp. 1O Miliar sd. Rp. 25 Miliar
ai a!q! dia!4q!p, 26-1\diliq1s!. !p !Q Miuar

aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar
49e! qi4tas Rp. l5 Mlliar qd, Rp, lOO M{!ar

Nilai aset 4iatas Rp. 1O0 Miliar sd. Rp. 25O Miliar
Nilai aset diatas Rp. 25O Miliar sd. Rp. 5OO Miliar

m Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa

Kelompok KerJa Pernllltaa Pengadaar Barang/Jasa

Kelompok KerJa Pemllthaa Pengada.n Barang/.Iasa

pengadaan s.d Rp. 2OOJuta

lrflCpqgC pengadaan diatas Rp. !O_Q Jgta s!. Rp- 5OO Jutq
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50O Juta sd. Rp. 1 Miliar
Nilai pagu pengadaan dialgLs !p. ! M{iar_q{ Bp. 2r5 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp-. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. ! \@!iqr sd, Rp. 19 l\4i[ar

Nilai pagu pengada,q.qr diatas Rp. 10O Miliar sd. Rp. 250 Miliar.
Niliu p_agq p ngadaq4 {iqlas Rp, 2Iq {ihar s{, Rp, 500 Mi[q1
Nilai pagu pengadaan diatas- Rp. 500 Miliar sd. Rp. 75o Miliar
Nilai pagl pe4gadaq4 diat4q Rp. 750 \,tf!!ar qd. Rp. ltrilq4
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 ttiliun

Hoaorarlum Kelompol KerJa Pemlllhan Pengadaaa Barang/Jasa

1y4ri o"s,r eels"d;,;,JEp- ioo j"fe
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2OO Juta-sd. Rp. 5OO Juta
Nilai p4gq perrga4aq! diatas Rp-!0O Juta s{. R1r,. 1 Miliq4
Nilai, pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2r5 Miliar
Nilqr p4g,u pgqga{aa4 {e!eC Rp. 2,5 11{iliqr sd. Rp.5 Miliar
Nilai_p?gu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp' 1o Miliar
N4qtpazu pengada.an di4las Rp, 1Q Mlliar qd.. Rp. 25 Miliq
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd' Rp..SO Miliar
Nilai pagr pe,ngq{44q. di4laq Rp, sllitiar sd. !p.!5 Mlliq1
Nilai pagu pengadaan dratas Rp. 75 Miliar sd. Rp. l0O Miliar
Nilai pl4q11,penseqqq4 di.4tas_Rp, L00 Mitiar5{ !p. 25O \tiliar
Nilai pazu pengadaan diatas Rp. 25o Miliar sd. Rp. 5oo Miliar
Nifai pgrgl pense44q4 dia!4! Bp. 5Q0 Mi!!q1 sd. Rp, 75Q lvl4iar
Nilai.pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. ltriliun
N_ilet p_qCu ppngq44q4 diaLaq Bp, l" triliun

Satuar Boearan (Rpf K€terangan

OB
OB

qq
OB
OB
OB
OB
oB.
OB

QB
OB

QB
OB

250.OOO

1.140.

. 400.000
459:goo
550.OOO

650.000
750.OOO

eSo,ooo
1.O50.O00
1.150.000

1.O10.OOO

1.1101oo{
1"210.OOO

260.000
310.O00
410.000
slq.oqq
610.OOO

3ro.ooo
910.OOO

1"O10.OOO

OB
OB
OB

1.250.OOO

1:55q:qOO

?!01000
360.OOO

410.OOO

510.OOO

610.000
710.OOO

9!o.o!q

OB
qE_
OB
oE
OB
OB
OB
OB 1.510.OOO

110_OOOOB
OB
OB
oE}...
oE|
OB
qB
OB
OB
OB10

11 OB

oE
OP

l -110.ooo
1:4]:q:ooo

1.O2O.Or

lQ79.ool
1.520.
1.780.OOO

2.120.
2.450.00
2.790.
3,1Qq.q
3.580
4

680.OO(

OP

2
3

!
5

.6

p
9

ql
oP.
OP
OP
OP
OP
qP
OP
OP
OP
OP
OP

!0
11

I12
13
L4

l5

1

c
q
4
5
6

8
9
lo
11

lz
13
i4
15

1

4.4

1.910.00
2.2LO
2.s?o.
2.a20.
3.230.O00
3.640.
4.040.00(

q419.



K€tersngaa

Honorarlum Kelompok *iii" ii-utu"" i;;gad"". Baraag/.Iasa
untuk.Iace Kongultasl/.Iasa Lalnnya (IIon Konstrulslf

!.li!i pagu pelga4444j?Fe konsqltasi s.d Rp, QO ju!4
Nilai pagu pengadaanjasa konsultasi Rp. 50 iuta s.d Rp. _1OO.iuta
Ntlai pqzu p94g4!4q4 jas4 ko4qqltaq! s,d Rp. tOO jgta
Nilai pagu pengadaanjasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp.

Nilai pagu pengadaanjasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250juta
s.4 !p. 500 luta
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5O0 juta

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar
s.d Rp. 2,5 miliar
Nilai pagu pengadaanjasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5
miliar s.d Rp. 5 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar
s,4 Rp. lO miliar
NtA p"c" pengadaan jasa tonsultasiT;'asa lainnya diatas Rp. 10 miliar
s.d Rp. 25 miliar
uu"i pagu pe.gadaan jasa konsurta*ii i"*" lainrlil ai"t"" np. 25 miliar
s.dRr:.50 miliar
Nilrt t"c" pengadaan jas" [o.r-"ii""i/ 3"t" ixt"v" o"t"- Rp' 50 miliar

Rp. 75 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar

14 lNilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp.

100

OP

1_SgO.OOO

2.230.000

2.560.000

2.880.000

3.200.ooo

3.230.OOO
3.640
4.O40
4.
s.ql

1.51

1.750

1.990

lmiliar q.{ !p. 250 miliar
I 5 | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25O

miliar s.d Rp. 5O0 miliar
lliir,i p"g" p""gaaaan iasa t o.r""it""V j""" irit 

"y" 
aat"" Rp. 5o0

lmiliar q,{ Rp. 750 rniliar
i7 lNilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750

rniliar s.d Rp. 1 triliun

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasil jasa larnnya diatas Rp. 1 triliun

I Pengguna 4nggaraa
Pengguna A"aggaran Peagadaaa Barang/Jasa

Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp. 150 miliar

Nilai pagtl dana dlalas Rp.250 miliar sd. Rp. 500 miliar
Nrlai p+q11 dana diatas Bp.SOO miliqq sd. Rp, 75Q 4qtJlar
Nilai pagu da4a diatas Rp.75O miliar sd:,Rp. l. triliun - ..
{!!ai paggltq4a 4!4t4s-Rp. 1!q1!un

Hoaorarlum Pengguna Anggaran Pelgadaan Barang (lllon
Konstruhsll
N4e1 p4gq 4q4a dia!4 Rp.1O0 q4liar sd. !p. 15O q!!ar
Nilai pagu dana diatas Rp.25o, miliar,sd. Rp. 5O0 miliar
Nilai p4gq deq4 dia!4CBp,sqQ rruliar q{, Rp.750g4iar
Nilai pasu dana diatas Rp.750 miliar sd. Rp. 1 triliu!
Nilai pagu dana diatas RP-l triliqq

nforro"."io- p"ogg;o" ;**-t n.og"a""rr Jasa (I{oa Koastruksl}

Nilai pagu pengadaanjasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar
s.d Rp. 25 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp' 25 miliar
s.dRp. 5O miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa iainnya diatas Rp. 5o miliar
s.d Rp. 75 rniliar
Nir* pagu fi.rgaaaut ;asa konsultasif jasa tainnya diatas Rp. 75 miliar
s.d Rp. 100 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasiT jasa lainnya diatas Rp- 100

ffifi# X3;Jiat#Ha konsurtasi/ jasa lainnya diatas np. cso

il,-fri-* I:;Jff#It konsultasi/ jasa rainnya aiatas np. soo
miliar s.d Rp. 75O miliar

pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750

miliar s.d Rp. 1 triliun

pagu pengadaanjasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun

OP

OP

18

I

2
J

4
q

1

2

.3

4
5

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

2

. 1.210
1310

2.560.000

1,q10:0!01

2;
4
5

Hoaorarlum PeJabat Pembuat Kooltmon

Nilai pagu dana s.d RP. 100 Juta
Nilai pagu dana diatas Rp. 1OO Juta sd. Rp. 250 Juta
Nilai p4pr_dana dia!4s Bp' !5O Ju!4 qd. Rp. lOQ Jg!q1

Nilai pagu dana diatas R1r: -5gO Juta sd. Rp. 1 Miliar
N{ai pegf 4eE4 diAlCC Rp. L Millq qd: B). a5 Mitqr

1.51

l.91OjO



Uralan

\!lqo pagu dg4a diatas Rp. 2,5 Miliql s{. !p. 5 Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. LO Miliar
Nilai pagu dg44 di4tas Rp. !O lvllliar sd. Rp. 25 Milar
Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar
Nllai pagq dq44 diataq Rp. !Q Miliar sd, Rp. 75 Miliar
Niiai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 1O0 Miliar
Nilai pagu dq4a diataq Rp. 10O Miliar sd. Rp. 25O Miliar
Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 50O Miliar
Nilai pagq dana diatas Rp. 500 Mijiar sd. Rp. 75O miliar
Nilai pagu dana dratas rp. 750 miliar Rp. I triliun
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun

HOIIIORARIUM PERAIYGKAT UIYIT I{ER.'A PEI{GA.DAAil
BARAITGDAI{ JASA (rrI{"BJl
Kepala
Sekrtariat/ Staf pendukung
HOIIIORARIUM ITARASUMBER / PEMBAIIAS/ MODERATOR/
PEMBAWAACARA / PANITIA
Honorarium l[arasumber / Pembahas
Mc"ie.i7eeiauitSetingtiatnaenteri/Pejabatltes'aLai;"ii
Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah
Lainnya yang disetarakan
Prjalat trselon I / yang disetarakan

f"jgbel Eselon III kebawah l yang disetarakan

Narasumber/Pembahas Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)

Honotarlun Modetator
Moderator
Moderator Profesional (pakar,pralrtisi, pembicara khusus)

Ilonorarlum Pembawa Acara

Honorarlum Panitla
Pinangguneianat
Ketua /Waki 4e!11a
Sekretaris
Anggota

HOIYORARIUM TIM PEL/IKSAIYA XEGIATAI{ DAIY SET(RETARIAT
PELAKSANA KEGIATAIII

Honorarium Tlm Pelaksaoa Kcgiatan
Yarg ditetapkan oleh Kepala Daerah
Pengarah
Penanggungiawab
Ketua
Wakil Ketua
Selretaris
Anggota
Dltetap&aa 9l9h Sekretarls Daclah

Besaraa (Rp) Keterangan

OB
OB
OB
OR
OB
oP

OB
OB

q
7
8
g

10
11

t2
13

14
15
t6

2?LO,
2.520.
2.92;O.
3-320.OB

OB 3.72
4.1.30
4.630.
5.1

6.140-OOr

2,140.q

o00.o00
750,OOO

1.704

1.400

5

i-
I

3
4
5
6

OJ

OJ
OJ
OJ
OJ

OJ

OK
OK

900

OK
OK

1

2
J

4

I

3
4
5
6

OB
oe
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB

1.500.ooo
1.250.

l.0oo

750i
2
3
4
5
6

I
2

4
5

Pengarah
Penanggunglawab 700.000

650.000
600.000

Ketua
Wakil Ketua
Setretarls
Anggota

Yang dttetapkaa Oleh Sekretaris Daerah
Ketua / Wakil Ketua
Anggota

HOIIORARIUM PEMBERI I(ETERAITGAIT AHLI / SA}(SI AIILI
BERACARA
Honorarlum Peaberi Keteralrgarr Abfi / Saksi Ahlt/Saki Ahfi
Beracara
Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli

*o*oli:,lniuu ptryutu:r Itolc pecewar lylrcERr siii,
SLTA

sarjana (s!)
Master (S2)

Doktor (S3)



1

2
q

4
5

1

2
J

4
5

9

Uralaa

HONORARIIIil ROIIAITTWAIT

HOITORARIUM TIil PEl TUSUil JURICAL / BULETIIT / UA"IALA}I /
TEI(ITOT,oGI IltrloRlllasl / PEI{GELOLA WTBSITE

Penanggungiawab

Fotograler
Sekretariat
Pembuat Artikel
Houorarlum Tim Penyusun Buletin / Maiafah
Penanggungiawab
Redalrtur
Penyunting / Editor
Desain Gra$s
Foiografer
Sekretariat
Pembuat Artikel

Tlm Pengelola teknologi laforrnasl / Peagelola Website

Penanggungjawab

Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian

Pengawas Ujian
Pemeriksa Hasil Uiiart

Iloaorarlum Penyelenggata UJtag Tfng$! ?eadtdtkan meaengah

Pen)rusun atau Pembuai erfr.., Uii*

iengawas Ujian
Pemeriksa Hasil Ujiar

IIOTTORARIUU ptiluLIS/iELAAH BUTIR SOAL TIITGXAT PROVIISI

/ XABUPATEI{ / KOTA

Honorarium Pen5rusun Bulir SoaI Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota

Hoaorarluro Telaah Butlr soal Ttngket Provlnsi / Kabupaten / Kota

Materi Soal

Bahasa Soal

Satuan

perHal

Oter
Oter
Otei
Oter
Oter
Oter

perHal

Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Oter

Besaran (Rp)

400.ooo

500.000
1

2

3
4
5
6

OB
OB
OB
OB
OB

perHal

450.
400.
350

1

2
3
4

1

1

1

1

Honrarium Pengajar yang Berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara

Honorarium Pengqiar yang Berasal dari dalam satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara
Penlrusun Modul Diklat
*"""o"fo- ianitii ieny"teaggara Kegiatan Diklat

ggotq
oa Dtklat 6 s.d. 8O hart

Penanggungjawatr
Kelua / Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Lama Dlklat tebth dari 3O hati
Penangp;ungiawab
Ketua / Wakil Ketua

Naskah /
Pelaiaran

OH
.iiswa /

Mqta Ujian

Naskah /
lel4argn

OH
Siswa I

Mata Ujian

Per Butir
Soal

Per Butir
Soal

OJP
Per Modul

OK
OK
OK
or

190.ooo
270

7.

100.000

300
300

675.000

I
2
a

4

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

lAnggota



uraran | ""*o Ill
HolroRARIrrt rltr Al{(xiARAlY PEMERrltrAr{ DAERA}I I I

Honorariuoitn eagg"raa Pernerlotah Daerah I ^ IPembina I 3: IPengarah 
I oB 

IKetua 
r oB 

rwakil Ketua 
r oB lSe}<retaris 
I oe 

IAnggota 
hDaerah I 

"

lorloioralrrrm-s.tretarra! fir Anggaran fen"rigiat pai14 
l" U- |Ketua 
I oB 

Isehretaris 
r oB 

rAnggota 
r rIt

RATuRsIPIL ITBeARA I I3,"i"ffiffi,I",I"f,,3"*"" I :: I

Adc KDH/wakil KDH/Sekda I OB 
I

aeearaa {np; 
I

I

..uoo.oool
3.000:oool
2.qqo.oooI
2.ooo.oo0l
r.soo gool
r.3oo.oool

r.oooooo]
ooo.oool

z.oos.
i.ors.ooo

1-265.000

1.265.OOO

z.oos.ooo

!.q!s.qlo
20.ooo.000

!.2qq:0og
1.165.OOO

1.565.000
r.zi5.ooo

r.+rs.ooo
1.265:OOO

1:165:Olg
1.165.000
1.165.000
1.415.oqo

1.26!,"oqg
1.265.OOO
1 415 ()rln

:,

i

i

t

l::l

lfilloel1oul
Iqt

Adc/Supir Asisten
ritugas Rllqah,Tqqggq!'"Q4 lwq$l 4DH/lqkd4'1Pimoinan DPRD

eetugas kebeisifra"'famrn Rumah Dinas KDH/Wakil KDH /Sekda/
Pimpinan DPRD

[f"t"g"" p""ghla.rg Makan dan Minum/Konsumsi Tamu KDHlWakil
KDH

lP"trg." Eskalator dq4 Lift

le"t g 
" 

Jaga Malam Rumah Dinas KDHlWakil KDH/Sekda/ Pimpinan

IDPRD
lSupir Ketqa/Wakil Ketua DPRD

lRd. retr. / wakil Ketua DPRD

lDokter Spesialis

lDokter umum
lTenaga Paramedis
lTenasa Teknis Lab Dinas Pertanian dan Pelkqlqnqn
lP"trn." x.beiiitut, xrtto. I oB

h#;s*"aram Kantor I i3li;d";fi 1 oB
lP"trrnu."tm.ilrir-i"at I oBl::ru=xl I 3:
lP"trsr" Rumah oi"asEllPau I OB

lp",rr*" Pemungut Retribusi/Paiak iraerah I OB

lsroi, P.rrrad.* Kebakaran I OB

lerrfult. P"-"aam Kebakaran I oB

lP"tre." Hansip / Lqrmas I OB

lpofisi pamons Praia I oB
lP",rr." Pemustakaan I oB

lOo".oo. Komputer I oB

le."io..i" {Khusus Bagian Tata Usaha Set4a Kab'Karo) I OB

lP",,r*." Perikanan (BBII l OB

lp.rrrr" Inseminasi (lnseminator) I OB

lsrroi, opeo*ional Penertiban peraturan / Sosial I OB

lpeea*ai Flari.n kpa9 Lainnva I OB

lP"i,rn." Rumah Potong Hewan I oB

lf.pJu Lingt<ungan di Pemerintahan Kelurahan I OB

l^,,rr Rnhasa Asins -l: ''@""-

I i.ios.ooo
I r,qos.ooo
I r.zos.ooo
| 12os.1too
I r.zos.ooo
I i.zos.golrT i.zes.ooo
I r.zgs.ooo
I r.zos.ooo
I r.zos.ooo

f r.zo5.ooo

I r.oos.ooo
+:';i.\1 26< nno

, ",rqk;"*q"
'r,";r:,[w4n xxr

,"ru ry/
YAr.[G
.,:J,,!'::'" *



IAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 3+ TAHUN2O21
TANGGAL 19 oWoyeV 2O2L

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

ANGGARAN 2022

DAERAH
TAHUN

SATUAIT BIAYA ?TR.IILANAIT DIITAA

Keterengar
Illa. Irralcr gatrss Eesar.s (RPl

I 2 3 4

1

1-

BIAYA PER,,ALAIAil DNTAS

Baatuaa Uang Saku

- - io.qOl
qo:oq(

140.OO(

_os-
QE

OH

2
3

Ueag Hsria! PerJala.aan Dinal

Dalam

Kecamatan Mardinding dan Keca'matan

Baleng
Kecamatan Juhar, Kutabuluh dan
Kecamatan Tigabinanga
Kecamatan l-ainnYa

Fediianan oinal iu# oaerarr oatam

[oa1si

Provlanl

5 lsumatera Ba,rat

1l lJawa Barat

tgJNusa Tenggara Timur

so lrrlaum

1 lAceh
Z l-Sumatera utata
3

tera Barat

Barat

r_+ l.1awq T91sah
15 IDI Yos,akarta

a6o.ootl 360.000 | soo.ooo

380.OOO sao.ooo I seo3oo I sso.qool 
-38q.o0!

410.o00

og
OH

450.OOO

- slo.ooo

440.ooo
+pp-.qqa
3qg.ooq
360.OOO.

$g.qq9
430.000
430.000

380.000

-110.o9q

45o.otlol 4ao.ooo | +so.qqo1 43q:ooq

380.ooo

I 10.000 I 110.000
iln.bool - rio-oqo- iro.ooo I rro.ooo
1lo.qoo] llo.ooo
!lp.olo [ 11o.ooo
11O.OOO I I 1O.OO0

rln.ooj llo.ooq
llq.oog I l1q.o0o
1lq.oqo I uo.qgo

r ro-oc
110.O00
iro.ooo

uo: qo-

Llq.q!9
uo.qoo
l lo.ooo

t lq.oqg
1!g.oqo
up.q-oq
110.Ooo

110.ooo

L2q9q0
l10.ooo

llq.qqo
r30.000

1!0,_qoq
130.OOO

120.000 I 12o.qoo
rlq.qqOl -tloP

_ 190 !09 I E0-00q
16_O,OOq I 16O.1qqO

1l0.o0q I !to.ooo
13o.O0o I 130-,90q



161
t7 l

1sl
19_
2.O

2l
22
?3
2!
29

_24
27

-ilmantan Tengah
at;mantan Selatan

mtan Utara
Sulawesi Utara

eo P;laGs4,;1gc3rc

PaDua Barat

Btaya Ttaasportari

PcsaEat

12lBarten (Sjran$

io lJawaTimurwtq&qgl

22 lNusa'Tenggara Timur I

is lr"ti-attan Sehtan (Banjarmasj9
Timrrr @alikPaPan)

niava Traaspo*ryf/
ACEH{Banda

4b. a99h par4
Aceh Bara

13o.o0ol lSo,ooq

L3Q,goql _l!oro!o

120.000
140.000
130.000
130.oo0
110_Ooo

110.O0
11qqq,0_

1!q,oqo
13o. qq

L!0,q00
110.000
1?q,ogq
130.000
110.Ooo
110Qqo

110.000

130.0O0

110
11oloq
130.ooo

170.000

3.466.0OO

PP I a.oss.roo
PP f i.gzs.ooo

- lzq,qlq
.ooo

I S lnia" (PekanbaruJ

| + lX"put"um niau (Tanjung Pinang)

l s lK;p3lu1qryaLpq144L
I o Uamtl (.lamti)

I Z lS.r-"t"o Barat (Padang-] 
.

I s lsumaterq Selatan fPalembang]

I g ll--pr"g (Bqrdar LamPung)

I ro la""sk"li @engkulu)

I r ! [a""gt a eelitung (Pangkal Pinans)

31 lsulawesi Tengclr (Paht)

32 [Su1aw6i Tenggara (Kendri)
33 lMaluku (Ambon)

34 lMaluku Utara (Ternate)

,ab. AcihiHesar

Kab. Aceh Srngkil
Kab. Aceh Tam
Kab. Aceh Te
Kab. Aceh
Kab. Aceh Timur
xaU. aceit 0tara
Kab. Bener Meria-h

ilaU. eiriten
Kab. Gayo Lues

rb. Nagan Raya

ib. Pidie Jaya

Lhokseumawe
Subulussalam

I ( Pekanbaru)'flrdragiri 
Hilir

lndragiri Hulu
. Kampar
Xuantan Singt gl

7,800.ooo

9?84:OllO
9.519.OOO a.iio-oooJ 

- +.zio.oooT 4.fzo,q9oI a1f999a

ai=a.ooOI s.rs+.ooo I i.tq4'.opol 9,1?a,QoQ

s.733.OOO

q.fi.ooof o.t!z,oq, 6,g?.999 I 9.:1?'P^*

t 8_472.000

FF I relaZ.ooo
PP | 18.2s8.000

2b8.ooo

1qq.90g
238.O00
3?s.olo
420.ooo
315.OOO
293.OOO
460.000
289.OOO
27o-Ooo
278.000
220.aoa
370.Ooo
izs.ooo
190.Ooo
205.OOO

e4i.qoq
240.ooo
4oqooq

Kap. Acelr Jrya
Kab. Aceh Selatan

!
5
6l
7)
I
I
10
1L

L2

Er!
15

19
t7
1q
19
20

-l U.rg BBt Lur_I
Orang,/I{a,ti I

0rang/Ka[ |
oreqglE r I
Orang/ltuI l
oraqglKeii I
Orang/Kati I
o.qlel4q4 I
Orangll$ali l
oreag/4erJ
Orang/Kau l
ofang.T4ati I
Orang/Itali i
Olan-g1|Kafi |

Qr"+g/t!qu I
Orqqe/KaliJ
Orang/tali I

oreaelK"! [
Orang/Kari I

L orq4g/44u I

I orqqg/Eau Itl
| *"o--r*,* L
I Orang/ttati I

I o1q;e7K4! I
I orang/xali I



5 ore"gl$-tl
Orang/Kali

_Q1ary1rali
Orang/I{a!!_
Orang/Kali

Qlapg/Kari

orqllgl@li
Orang/Kali

350.000
322.OOO
350.O00
400.000

225.OO0 225.OOO
350.000
izz.ooo

225.OOO

350.000
322.AOO

248.000
250.ooo- - 
z+s.ooo
26,q:ogo
290.OOO

?q9,ooq
205.ooo

270.OOO

350.000 lso.ooo
400.000 400.000

220.000 | 220.OO0

zrsboo I zts.ooo

6
7
I

-orals/4+li
270.000

Orang/Kali
' - sis.ooo

zoo.ooo

l?q00-0

Orang/Kali

rzs.ooo lTs.ooo

2fi.W]
252.OOO

270.000
azs.ooo- -ieo"ooo

ito.boo
241.000

??s:ooo
190.O00
iso.ooo
sos.ooo

Kab. Tanjung Jabung Timur

s lxatJimqP!4uh E9F -

12lKota Bukit T1nggt

!ilx"a ia4""g Pqq..g
14 lKota Pafiaman

Kab- Barrl'uali4
Kab. Emqal leYqlg
Kab. l,ahat

. Pesawaran

Orang/Ikli 241.OOO

Orang/{ali 225.000
rso.oo0

Orang/Kali 2q9Qgo
Orang/Kali 308.000

225.000

250.000

225.OOO

250.000

zio,ogof 21o.ooo
200.990 I 2gg.o!o

olqaslKali I zoe.ooo
o.1qg14+li I qts.ooq

225.ooo | 225.000
z rs.oool fiS.ooo
2lo.ooo L 210.ooq

203.OOO 203.OO0

s15.000 315.000
iso.ooo 250.O00oi"ns,l!!{l I 2!o.ogg

orang/Kali I 235.Ooo
orang/Kali I 235.000

9.4_e/Keri I ?os.ooo

I rlJx"t. Ogan Korrering Ulu-qelalan

t3lKab. Pali
i; lK;* Lubuk Linggau 9'"ry/&li L 2eq.ooo

tSl*ot" Pagar AInm orq+g1I+! I

oreag/44!
Ofe4g1E"li

Kab. tampung Tengah OranglKali
orygg1K-ali
Orang/Kali
QrelelS4-
Pfe.elEqli
orc4elfs!
Orang/Kali

Kab. Tulang Bawang
Kab. Tulang Bawang Barat

Qr"qglSqli
Orang/Kali
o14ngla4!i

Kab. WayJknan,, orc4e/4eq
$aqg/!g1i

xab. ningkllu gShgl
tiab. Benskulu Tengah

Itu!: E9!E!qlu u!4f9
Kab. Kaur

l(ab. Bangka
Kab. Bangka Barat
Kab. Bangfu Selatan

216.000 216.000
ioo.ooo 200.000200.ooo

222.OOO 222.OOO iiz.ooo

23s.000
C5s.ooo

235.000
23s.000

320.OO0 q?o,qoo
325.O00 3?5:O0q,

205.ooo205.000
2os.oqq205.000

z+s30b
250.ooo

_2,rq,0!p
265.OOO
290.000
zeo.oo0
205.OOO

279Qoo 270.000
234.OOO
246.O00

23JrO.90
246.OOO

i1+.ooo
?1q4_oq

246.AOO 246.OOO

-?r2.W9 252.OOO
276po9
216.000

276.OOO 276.OOO

1q
1l
12

E
11

240.000
252.OOO

240.OOO 240.ooo
zsz.ooo 252.000

267.AOA 297,qeo 267.OOO

Czo.ooo ??qg{q
234-OO0

2?O.OOO
-_234-oo

?31qog

344.OOO
232.OOO
313.OOO
385.OOO
isB.ooo
375.OOO
423.OOO
313.O00
isz.ooa

250.000

?75.ooq
275.000
250.OOO

Kab. Bangka Tengah



(ab. Irbak
ia6. paride

tub. Ser
(ab. fall
iota Citi
(ota Tar
aotaT;

IAWABART
<"t. garrar
(ab. Bandr
<at. neUs
Gt. eogoi

ll::Yt Y'11-J-
Kab. Cirebo
Kab. Garut
f"t- tnara-r
KablKara*
t<at. kunin
r"!.M?i"t;
K4!rj !aAC?
Kab. Purwa
irat. Sutar
ra6. sut<at
raE Sume,
Krb-. T;Jitg
f.oPeqq
Kota Bekas
rot4 rgdl
Kota Cimal
xot" bi.i'
ituta b!poL
Kota Sukat
qotafnsG

nxr.lAi<en
Kota Bekas
xaf. a.-ilai
rat. eoioi
Kota Bo€or
Kgl4Depo!
4p4lqqcs
.Kql4Taqcj
Kab. Tange
Kepulauan

4iq

T,I 
'oGYrin. eant

fab. Cun
Kab. Kulo
K"bj19I

JAweittr
XaU-ean
Kab. Barr

1':1 ":::J:
K.b.Eq1I
Kab. Batar
xat. siori
raU. eoyol
Kab. Breb(
r"6. cuc,
Ktb.ne-l
Kab. Grob,
Xut ..t"ig
Kab. Karar
Kab. Kebu
K"b.tG;d
raU. rcaG
Kab=td,
Kab.}qga
Kab. Pati
f"t. Peta
rab" FeEi
faU. PurU

Kab. Reml
Kab. Semr
rau._S!q_g]
Kab. Sukc
Kab. Tega
Kab. Temz
Kab. Won,
Xab..Won

Eqt"!Cc.
Kota Peka
Xota Sitar
fota Sura
Kota Tega

11

1

2
3
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| 5 lxaU. pegunungan Arfak I Orang/Kali I 2.6so.ooo I 2.6s0.000 | 2.6s0.000 I 2.650.000

l+lxotasoro"e lo,""slx"rl 
r.ooo.oool r.ooo.oool t.ooo.oool r.00o.ooo

r.oool leo.oooI t,
r.ooof 23e.oool ?,r,ooof 274.oool z
;.oool 246.000I z.

r.oool zoo.ooo[ )t
r.oooI ssz.oool s
r.oool !q?,oool I
r.ooof 2ss.oool z
r.oool sso.oool q

r.oool 3so.oool s
i.oool lzo.oool t

r.oool ?32.oool z
r ooo l 3oe,ooq I s
;.oool eso.oool s
r.oool +ze.oool +

l.oool 638.000[ o,

l.oool sos.oool s
r.oool 4l4.oool 4
;.oool sos.qooI s
r.oool 624.000l 6
;.oool 64s,oqql 6
l.oool 7o8.oool 7

r.oool 84t.oooI 8
;.oool 42s.oool 4
,.oo0 I +sz.oool +

l.oool 620.000l 6

It

r lt'l"a"" i o'uie/x"li I teo.ooo I too.ooo I too.ooo | 19o,ooo
z lei',j.i I orane/Kali I zso.ooo I za2.ooo I zse.ooo I zss.ooo

s lstau"t I or;;t7Gr I zz+.oool zz+.ooo I zz+,qoq I 274-ooo

+ lurbukprk"- | orans/Kari I z+o,ooof 246.ci00 | 2+o,ooo I e+o.ooo

s lse; na*pah I orans/Kali I ,60.0001 260.000 | zoo.ooo I z0O.ooo

o I'r"u;rgrit,gsi I orang/Kati f esz.ooo I ssz.ooo I 352.ooo | 3s2.ooo

z lsiditut "g I orang/Kari I tqqolo L l$.ooo | 183.000 | I83.ooo
a ls"r* [ oi""glxrli I zss.ooo I zse.ooo [ 23e.ooo | 23e.ooo

e lP"r**ru.., I orane/Kari J sio.ooo I sso-ooo I sao.oogl 33o.oo0

ro Jo"ut sanggung I orang/Kari I oso.ooo I rio.oqql 330.000 | sso.ooo
r i lpematang Raya I o.angTxiti [ 1io.ooo I tzo.ooo I tzo.ooo | 176.000

12 lpematans Siantar I Omg/Kali I ZSZ.OOO I ZSZ.OOO I ZSz.OOO | 232.OOO

re lli-. p,rtrt I Gang/xal I eos.ooo I soe.ooo I sog.oqg I 3o9.ooo

r+ lxi*rrr, I orans/rau I aao.ooq I eso.ooo I sao.ooo | 3s6.ooo

rs lranjungBalai I oiingTxati | 1Zq.!00 | +ze.ooo | +zs.ooo I 428.000

16 lRantau parapat I ormg/tkli I OSA.OOO I qqa,ogO I 638.000 I 638.000

lz lP".rp"t I oiang/x^au I aoe ooo I sos.ooo I soo.ooo I 3o9.ooo

rs leuris. I orang/Kali [ +t+.ooo | 4l4.oo0 | 414.000 | 414.ooo

ls lTarutung I orans/Kali I sos.ooo [ sos.ooo | 505.000 | so5.000

zo ls;uole, I orang/Kali I oz+.ooo | 624.000 | 624.000 | 624.000

zt lp"ndrt I Orang/Kari | 64s.00O I 645.000 I 64s.000 I 645.000

zz lpuaun Siodempuan I Oiang/tcali I zOS.ooo | 708.000 | 7o8.ooo | 708.000

23 lpenyatungan I Orang/Kali I S+t,OOp | 84t.OO0 | 84l.0OO I 841.000

24lBut^b^ru I Orang/Kali I 42s.o0ol 42s.0001 42s.0001 425.000

2s lL"b,rhun B"t, I orangTxari | 1S7-ooO | 487.ogo | 487.000 I 487.000

26lvad^ogr-awas I oiang/Kali I ozo.oool 620.0001 620.0001 620.000

IIIllI

900.000
7qq.0o0

. 2:q5!:0o0
1.000.000

lSO.OOO

ise oqo
274,AOO

Cco.ioo
260.oqq
35?:OOO
r83.000
239..qqo
330.000
330.000
I76.000
ilj.ooo
3q9j00o
386.OOO
+is.ooo
ode.ooo
qgg:ooo
414.000
505.000
624.000
645.OO0
Tos.ooo
84LOOO
425.000
487.O00
620.000

DPRD

!(egm du Ptmptnatr DPRD Dalam lraer.h

600.ooo
ts
PP

Satuan Blaya Takst PerJdanaa IXnas Dalaa ltegeri

No. Uralaa SATUAII
BIAYA

?lnraket A TiaEkat I Tlnrkat C Tinskat D TInEkat E Ketera.!ean

I 2 4 5 5 I a 9

1

2
3

Aceh
Sumatera Utara
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Barat
Sumatera Selatan

Orang/Kali t 23.OOO 123.OOO

232.OOO
94.OOO

123_OOO

iiC.ooo
s+.ooo

123.000
232.OOO

94.OOO

l37.OOO
147.OOO

123.OO0
z5i.ooo' 
94.000

137.OOO
r 4z.ooo
tso.00o
128.000

Dari Bandara

Ke tempat

tujuan di

sekitar

bandara

Orang/Kali
oraqg[4]!
Orang/Kali
ora14g1\4)i
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
oreno I Kali

232.OOO
94.oo0

4 l37.OOO
147.OOO

137.()t)()
t47.OOO

.t3./.uuu
147.OOO

6 190.000
r 28.OOO

190.000
128.000

190.OOO

l28.OOO
190.000
r 28.OOO

8 Lampung
Bengkulu
Bangka Beiitung
Banten
Jawa Barat
ifKl Jakarta

167.OOO
109.OOO
lo.o-oo
446.AOA

167.OOO

109.OOO
go.ooo.'446.000

r67.OOO
1q94qo
90.ooo

446,OOO

r67.OOO
109.OOO
go-ooo

446.OOO

167.000
109.ooo

10 oralg/KaIi
Q.aqd4."4
Orang/Kali
orqs/Kq!!
Olang/Kali 

..

9re4e/K"!i
oryng/Kqli
olqns/l!4i
Orarg/Kali
orq4elfali
Orang/Kali
9r*e/4e1i
Orang/Ka1i.

Q:ene/-4e!!
613ng/I{ali
Qrenel-E4
orars/{qq
orylryJKari
ora4g/$ali
Orane/Kali

90.ooo
4+o.oaa
l66.OOO
256.OO0

75.000
r r8.ooo
r94.OOO
159.OOO
231.000
108.000
riS.ooo
111.000
r50.ooo
450.000
Lr.ooo
13S.000
i4b.ooo
313.OOO
145.OOO
165.OOO

12 166.O00
256.OOO

r66.OOO
256.OOO

166.000
256.OOO

75.OOO' 
r 18.OOO

194.000
159.000
zii.rioo
108.000

166.OOO
zso.ooo- 2s500
118.OO0,14,

15
16
17
18

l9
20
2L

?2
23
24
25
26
27
2A
29
30
31
32

Jawa Tengah
Dl Yoryakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Gorontalo

7s.000
I18.OOO
194.000
iss"ooo
231.OOO
108.000
135.000
1 1 1.OOO

rs0.o00
450.000
ioi.ooo
13S.000. - 
C4o.ooo
313.O00
145.OOO
165.OOO

75.OO0
118.OOO

194.000-iss.ooo

2s1.000
r 08.ooo

r94.000
159.000
iSt.ooo
108.OOO

13s.000. 
I I I-OOO' 
rSo.ooo-450.OOO

ioz.ooo
r38.OOO
240.OOO
srs.ooo

135.OOO

111.000
135.000
1 ri.ooo
rBb-ooo' 
450.000
roi.ooo
138.OOO

,4o.ooo
313.OOO
145.OOO
165.OOO

150.000
450.ooo
ioz.ooo
138.000
i4o.ooo
313.OOO
145.ooo
165.OOO

Sulawesi Barat
Sulawesi Sel,atan
Sulawesi Tengah
Sutawesi Tenggara
Maluku
lMaluku Utara

lr.p.,,
lPapua Tengah
lpJoria sartt

145.OOO
ios.ooo

Orang/Ka1i
orq4{l{a!i
Orang/Kali
O,ra4g1K.ali
Orans/Kali

171.000
i+o.ooo
2r5.ooo
431.000

17r.OOO
140_ooo
ils.ooo
43t.OOO

171.OOO

l4b.ooo
l 71.OOO

l40"ooo
171.OOO

140.000
Trs"ooo
431.OOO
raz.ooo

215.000
43i-OOO
iEz.ooo

215.OOO
431.OOO

Jsz.oooaL l82.OOO r 82.OOO

4.1.

SIAYA
No. Urelu $ATUAIT Ttncalat A Tlnrkat B TinEkat C Ttnckat D Tlndst E XctcratrCan

1 2 3 4 5 6 7 a I
1

I
..2
?
4
5

Riau
Kepglauan Riau
Jambi
Sumatera liarai- 

'

OH
OH
OH
OH
OH

4.420.ooo
s.sib.o-oo
4.275.OAO
4.ooo.ooo
s,236.OOO

3.526.000
s. iis.ooo
i.ss+.ooo
3.337.OO0-3.332.000

1.294.000
1.650.000
l.o37.ooo
t.ztz.ooo
1.353.OOO

556.OOO
eBD.ooo
7g2.O,OO

Sao.ooo
650-OOO

556.000- 
Edz.ooo
isz..ooo
Seo.ooo
650.OOO



rz loxl .lat 
"ttat3 lJ4waTengah

l+ lut Yo$akarta
15 [Jawa'Timur

I 17 lNusa'lenggara Barat

I ls lNusa Tenggara Timur

I rs lxalimqltan Barat
I zO lfatim"ntan Tengah

zt lxatimantan selatan
iz lxatimant^" fimur
23 lKati*antan Utarq
z+ lsuta*eii utar"
25 lGorolmto
26 lSulawesi Barat
27 lsulawesi Selgtaq
i8 lSuhwesiTengah

I st llaqluLu qta{a
32 lPaPua

Daerah Dalam Ptovirtti

2lBrnjai
3 lstabat
+ llubuk Patram

s ls"l Pr-p"t
TinCCl

8 lPangururan
9 lDolok Sanggul

15 lParapat
16

l1i

5.8so.o0ol a.oar.oool t.szt'ooo 861.00o I 861.000

s.7ri.oooI z.iit.iool 1.ooo.ooo Tis.ooo | 7l8.ooo
sToioqo I szq.ooo

s.s5o.0oof l.4so.oooI 9e2"ooo 730.000 | 730.O0O

s.oIT.oool z.ass.oool l.384.ooo 845.ooo I e+s.ooo

4.r68.000 1 z.s+o.qgoI t'+er,ooo
704.000 | 7O4.OO0

9s1.OOO | 951.000
786.000 | 786.000
o67.ooo T 667.000

srg.ooo I 82e.ooo
718.000 [ zta.qoo

Sso.ooo 1 sso.ooo
s3g ogo-l q3o:ooo
s3o.ooo I s3o.ooo

Sumatera Selatan
7 llampung
3 [ee"gt utu

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

9
lo
l1 Barat

OH
otl
OH
OH

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

4.960.000
4.960.OOO

900.o00
700.000

s30.o0o I s30Q0o
Seo.ooo I sso.ooo

7es.ooo | 0oo..ooo 49s.0oq I 49s.000
-38O.OO0 

I 38O.O0O

380.000 | 380.000
sso.ooo I sao.ooo

750.OOO
1.075.000
1.o75.OOO

900.000
r -075.oOO

900.ooo

660.o00 4S5.000
660.ooq I 660 000
660.000 | 660.000

e95.OOO | 79s.O0o

49s.ooo | 49q,Ogo
4bs.ooo [ +ss.ooo
660.000 I ooo.ooo
660.000 I ooo.ooo
4eq,ooq | +es.ooo
49s.oo0 I 495.000

Pandar18
19 Paaan SimaemPuanf PenYabungan

0u Dalarn

1.075.000
100.000
7so.o00

79s.000 I 660.000
38o.ooo I aso.ooo750.000

zsb.ooo | 600.000 +oo.ooo I 4oo.ooo

660. 495.000 oo0

Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan

578
447

382
307



4
5
6
7
8

1

2
3

mbia
0H
OH
OH
oll
OH

.316
323
347
295
273

366
305
342

Suriname
Ekuador

323

27t
{exicg
Kuba

5 lBelanda

4 lTunisia

323
221
271

504
466

4se
419
464

41s
416
570

367

. F?6

463

246
241
427

51?
394
43q

313

-4$
381

377

zra I 2ra
24il z+z
ii,o4l1 zo4

,.C l 23?
2s1 I ?s}

184 I 181
165165

22s | 22s 
I

2e4 | 2e4 
|

rs6 i 186 
|

L9q
196

le6
196

12 lSaudi Arabia t

13 lxesultanan oman
OH



i
2

3
4
5
6

1

2

i
2

4
5
6
7
8
9
10

OH
OH
o4
oq
OH
OH

167

Philipina
pq!:e

Malaysia

Myrt -ut
I.aos

327
1A2
209
243

2542a7
334

392

38q
383
374
296
352

9.696
10.023
9.917

1 1..4 10
9,856

tl.z7s
16.974
14.911
9.309

10.393
10.oo0
10.318
10.000

?18
201
196

196
196
lg6

393
276
224
259
179

3.662
3.591
3:242
3.839
4.083
2.947
3.201
3-277
3.930

I.I IJ

5.970
10.400
6.825
/ -JJJ

8.900
12.727
5.O38

3.966
7.335
6.195

3.3s7
3.870
3.541
3.33 r
3.959
4.355
3.753
4.108
4.333
3.331
3.331
1.065

s.7ao
3.681
3.433
4.153
4.O49

o.oss
5.182
8.O41
3.383
3.631
4.500
5.564
4,500

?76
218

?ot
196
196

196
196
196
196

Darusallam
Kamboja

lrsta

asla rAslrtr(
Australia

Baru
Kaledonia Baru
Papua Nugini
Fiii

UTARA
L lChicago
2 lHouston
3 ll,os Angeles
4 lNewYork

1
,)

4
5

5

OH
OH
OH
OH
OH

636
451
425
520

. 363

t2.733
12.635
11.411
15. 10 t
12.266
13.438
1l .750
10.902
15.150

18.399
16.393
23.000
23.124
15.O18
2r-874
t7.325
8.263

tt.s22
t4.702
15.532

tri.szo
10.713
10.850
1.O.724

to.277
fi.47A
10945
9-938
8.166
8.216
8-216
7.660

585
308
387
478

.329

6.891
6.487
5.925
6.179
6.924
7.138
8.564
7.458
8.652

g.42,6

11.518
15.300
13.837
9.494

15.539
t6.269
8.263

7.831
tL.223
9.306

4.177
5.994
5.O74
6.085
6-t26
6.778
5.023
7.639
5.370
5.898
5.89S.
4.O37

4.g20
5:931
5.506
7.293
4.773

7.129
lo.t77
9.256
4-746
4.767
6.OOO

6.404
6.000

394
278
276
319
221

3.662
3.591
3.242
3r839
4.083
2.987
3.201
3.277
3.930

7.7 L3

5.970
10.400
6.825
7.353
8190O

12.127
5.O38

3.662
3.591
3.242
3.839
4.O83
2.987
3.201
3.277
3.930

7.713
5.970

10.400
6-825
7.353
8.900

t2.t27
5.O38

3.966
7.335
6.195

6 lsan Fransisco
7 lToronto
8 lVancouver
9 lWashington

SEI,/TTAI{

1 lBogota
2 lBrazfia
3 lBoenos Aires
4 lcaracas
5 lParamaribo
6 lsantiago de Chile
7 lQuito
8 l].ima

TEITGAH

Mexico City
Havana

1

2
3

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
PP

PP
PP
Pe
PP

P?
PP
PP

PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
PP

PP

PP

PP
PP

City

SARAT

3.966.
7.335
6.195

3.3sz
3.a70
3.541
3.331
3.959
4.355
3.753
4.108
4.333
3.331
3.331
1.065

3.730
3.681
3.433
4.153
4.O49

3.357
3.870
3.541
3.331
3.959
4.355
3.753
4.108
4.333
3.331
3.331
1.065

3.730
3.681.
3-433
4.153
4.O49

g.oss
5.182
8.041
3.383
3.631
4.500
5.564
4.500

PP

,PP
PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
PP

1

2

4
5
6
7
8
9
10
11

t2

Brussels
Marseilles
Paris
Berlin
Pern
Bonn.
Hamburg

Amsterdam
Den Haag
Frankfurt

2 lHelsinski
3 lstockholm
4 llondon
5 lOslo

UTARA

SELATAI{
1

2
3
4
q
6
7
8

Athens
Lisbon

adrid
Rome
Beograd
Vatican

6.033
5.182
8.041
3.383
3.63r
4.500
5.564
4.500



PP

PP
PP

8q
Pq
PP

PP
PP

PP

Pf
PP
PP

pp

P!
PP
PP
PP

8.839

!9,@o
9.537

19.318
7.473

toi,.iit
8.839

1

?
3
4
5

lrnuratuun
Addis Ababa

lrnure urane

3 lXhartoum
4 lRabbat
5
6

6 lDoha

1

c

4
5
6
7
8

1

2

4
5
6
7
I
I
10
11

t2

PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP

-PP
PP
PP

PP
PP
PP

PP

-PP. ,
pP.

PP
PP
PP
PP

PP

ip
PP
PP

9.s36
8r683
5.904
8.91o
6.55r
9.419

6.573
5.433
7.56 t
6.771
7.703
5.216
8.684
9-449
5.283
8.205
6.446
6.469
5.359

1 1.061
4.207

t3.6t7
13.661
4.?44

2.595
3.O28
3.204
3.734
4.O40
3.233
3.122
3.122

ASIA BARAT
I lManama
2 lBaghdad
3
4 lKuwait
5 lBeirut

7 lDamascus
8 lAnkara
s letu orriul

l2lMuscat
13 lRiyadh
14 llstanbul
15 lDubai

ASIA TEI{GAII
1 lTashkent
2 lAstana
3 lSuva

TIUT'R

Hongkong

To\yo
iyonryang

hanghai

'l lKaboul

4 lDhaka
5 llslamabad
6 lKarachi
7 lNew Delhi
8 lMumbai

SET*IITAIT

Seri Bagawan

PP

PP

PP

PP
PP

PP
PP
PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
PP
PP

6.307
5.800
3..119
3.063
5.482
4.226
3.500
3.063

r.ozs
2.344
2.757
1.833
t.677
1.195
1.894
1.158
2.453

e18
2.202

991

Dayao CrtY

Hanoi.
Ho ChiMinh
.Iohor Bahru
Kota Kinabalu
Kuala LumPur
Manila

Penh

3.A42
4.1 13
5.1 93
sl43
6.7!8
3.9\?
3.447
2.787

3.842
_ +.lle

q:193
51 143
6.7446.748

3.612
3.447
2.187

a.242
q,7si
5.747

6.593
7.122
4.507
7.721
5.706
5.O18

5.710
4.483
3.915
s.665
4.975
3.619

4.A27
3.545
3.545
3:1 10
3.730
2.745
3.325
3:581
2.727
3.679
3.321
3.727
s.ooo
2.467
1.920

7.343
8.962
4.244

5.71O
4.483
31915
5.66s
4.975
3.619

4.a27
3.545
s.s+s
3.110
3.730
2.745
3.325
3.581
2.727
3.679
3.321
3.727
3.OOO

2.467
792o

7.343
a.962
4.244

5.710
4.483
3.915
5:665
4.975
3.61S

6.154,
4.148
6.431
4.273
4.490
3.639
5.390
6543
4.976
5.878
3.785
5.156
3.510
4.435
4,207

8.453
12.089
urou.

2.140
2.633
2.646
2.675
2.220
2.966
2.749
2.749

3905
4.600
2.562
2.417
3.333
3.633
2.500
2.417

4.a27
3.545
3.545
3.1 10
3.730
2.745
3.32s
3.581
2. tzt
3.679
3.321
3.727
3.0O0
2.467
I 920

7.343
8.962
4.244

1.623
t.257
1.864
1.835
1.660.
7.737
1.304
1.304

3.208
3,200
t.624
1.092
2.501
2.321
1.500
t.o92

t.623
t.257
1.864
1.835
r.660
t.737
1.304
1.304

3.208
3.200
t.628
't-o92

2.501
2.321
1.s00
r.092

1.623
7.257
1.864
1.835
1.660
1.737
1.304
1.304

3.208
3.200
r.624.
t.o92
2.501
2.321
1.500
1.092

919
423

1.641

1.6s6
1.23s

s25
694
585

1.1s0
545

r.627
403

7.147
1.155
2.558
r.833
1.503

911
1.427

659
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR ?7 TAHUN 2021
TANGGAL 'w 10no96v 2O2l

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN

ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT PERINTATI PER*IALANAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang memberikan Perintah

2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan

3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji

Menurut PP No 15 Tahun 2O19

b. Jabatan / Instansi

c. Tingkat menurut peraturan peljalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas :

5. Alat Angkutan Yang Dipergunakan

6. a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal Berangkat

c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)

8. Pengikut: Nama NIP Keterangan

1

2

J

4

9.
""-*4""-, ^"*".-,
a. Instansi

Mata Anggaranb.

10. Keterangan Lain-lain

*) Coret yang tidak Perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

(Pej abat yang berwenang)

NIP.



I. Berarrgkat dari :

(Tempat Kedudukan)

Berangkat dari :

Ke:
PadaTanggal :

II. Tiba di :

PadaTanggal :

Berangkat dari :

Ke '.

PadaTanggai I

r)

III. Tiba di :

PadaTanggal :

Berangkat dari :

Ke '-

PadaTarrggal :

{)

V. Tiba di :

PadaTanggal :

Berangkat dari :

Ke:
PadaTanggal :

V. Tiba di :

PadaTanggal :

NIP.

VI. Tiba di :

{TemPat kedudukan}
PadaTanggal :

Pejabat Yang berwenang/
Pejabat lainnYa Yang ditunjuk

NIP.

VIi. Catatan Lainlain :

VIII PERHATIAN:
Pejabat yang Berw-enang Menerbitkan SPPD' Pegawai yang

Pejabat Yang Mengesahkan tanggal beraregkat / tiba serta

berdasarkan peraturan-peraturafl Keuangan-r Negara af abi$

melakukan Perjalanan Dinas, Para

Bendaharawan bertanggung jawab

rugi akibat kesalahan,

kelalaian dam kealPa'annYa



LAMPIRAN V
PERATURAN
NOMOR 3?
TANGGAL tg

TENTANG
STANDAR

BUPATI KARO
TAHUN 2O2I
oFb96v 202L

HARGA SATUAN DAERAH
TAHUNPEMERINTAH KABUPATEN KARO

ANGGARAN 2022

FORM SURAT PERNYATAAN

SURAT PERIYYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Menyatakan dengan
Perjalanan Dinas

sesungguhnya, bahwa Pernyataan Pembatalan Tugas
Jabatan Nomor Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport
berupa... dan biaya penginapan yang terlanjur
dibayarkan atas beban APBD tidak dapat dikemballkan/ refund
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.......... sehingga
dibebankan pada DPA Nomor : ....... tanggal
SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang membuat pernyataan



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 3? TAHUN 2O2t
TANGGAL l)oy1o96y 2027
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
ANGGARAN 2022

FORM SURAT PERNYATAAN

DAERAH
TAHUN

SURAT PERi\TYATAAN PEMBATALAN

TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR..

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi :.............

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan

atas nama:

Nama : ............
NIP : .-........-.
Jabatan :

Yang membuat PernYataan

Unit Organisasi :.....-....-..

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas

lainnya yang sangat mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dinas tidak

dapat diganti oleh pejabat/pegawai negeri lain'

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila

dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggUng

:"*"U penuh dan berJedia dipro"." *i*rai d.engan ketentuan yang berlaku'



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 3v TAHUN 2O2t
TANGGAL l$ ogroeep 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT PENGANTAR USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

KOP SKPD

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Usulan Standar Harga

Satuan Khusus TA. 2022

Kepada Yth.
BUPATI KARO
Cq. Kepala BPKPAD selaku Ketua Tim

PenSrusun Standar Harga Satuan
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun 2022

di-
Tempa!

Sehubungan dengan Surat BuPati Karo

nomor........tanggal .perihal Usulan Standar Harga satuan

Daerah TA. 2022, (Surat pengantar usulan standar harga satuan

daerah TA. 2022) , dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD

(oPDpengusul),kamimengusulkanrincianobjekuntuk
ditetapkan pada standar harga satuan khusus Pemerintah

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022'

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan

kajianusulanstandarkhususdanKerangkaAcuanKerja
(KAK) atas usulan dimaksud'

3. Terhadap usulan tersebut, kami menyatakan bertanggung

jawab atas:
a. kebenaran formal dan material; dan

b.konsekuensipenggunaandanpenerapanusulantersebut.

Demikian disampaikan untuk bahan pertimbangan, atas

perhatiannya kami ucapkan terima kasih'

Kepala SKPD,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 
"7 

TAHUN 2O2L

TANGGAL ll o\cose V 2O2l
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN

ANGGARAN 2022

FORMAT KAJIAN USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

KAJIANUSULANSTANDARHARGASATUANKHUSUS

SKPD i

PROGRAM :

KEGIATAN :

1. Latar belakang menguraikan tentang:
a. urgensi 

""=t "tt biaya yang diusulkan dikaitkan dengan tugas

fungsi dan pencapaikan kinerja SKPD'
b. Maksud dan tujuan penetapan standar harga satuan khusus

dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pencapaian kinerja SKPD.

2. Dasar hukum
MengUraikan tentang ketentuan - ketentuan yang dijadikan dasar

usulan jenis dan besaran satuan biaya'

3. Kajian kesesuaian kriteria Standar harga satuan khusus
(menguraikan tentang)
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
b. adanya ktkhususan standar harga satuan yang dimiliki oleh

SKPD Pengusul;
c. pelaksan"Io f."giatan yang dilakukan di daerah terpencil darrl

atau daerah Perbatasan.

4. Kesimpulan
Menguraikan kesimPulan
besaran satuan biaYa.

atas kajian usulan penetapan jenis dan

Kepala SKPD,

(....
(Nip


